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ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS
PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)

ABSTRAK
Alfina Nazilatur Rohmah
1617303051

Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sanksi dalam memberikan keterangan palsu di persidangan di atur dalam
pasal 242 ayat (1) KIJHP. Salah satu peristiwa sanksi yang memberikan keterangan
palsu di dalam persidangan adalah pada studi putusan nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg
vang membahas tentang Saksi yang memberikan keterangan palsu pada Putusan
perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg. Dimana Terdakwa telah merugikan orang
lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim
terhadap sanksi saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan,

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif.
Data primer yang digunakan pada pepelitian ini adalah putusan nomor
58/Pid.B/2022/Pn.Tpg data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh
dari buku-buku, jumnal, artikel, serta data pustaka lainnya,

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Penerapan sanksi terhadap
Terdakwa saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan yang
dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahim dalam perkara perdata Nomor
52/pdt.G/2020/Pn. Tpg telah melanggar ketentuan di dalam pasal 242 ayat (1)
KUHP dan pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Dalam putusan Nomor 58/Pid. B/2022/Pn.
Tpg hakim menolak pengajuan kasasi. Majelis hakim memutuskan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan pertimbangan hakim. Yaitu
sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, ketentuan
peraturan yang terdapat di dalam undang-undang.

Kata Kunci: Kererangan Palsu, Tindak Pidana,



“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, Dan




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi imi

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama anmtara Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal
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{ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
= ba' B Be
3 ta’ E | Te
= A L | es(dengan titik di
sa s
atas)
z Jim ] Je
= ha (dengan titik di
b h ‘ (denga
I‘ bawah)
& kha' Kh I ka dan ha
4 Dal D De
3 Zal z zet (dengan titik di
atas)
2 ra’ R Er

wii




3 Zai Z Zet
Ed Sin ] Es
e Syin Sy es dan ye
| E s (dengan GGk &
- Sad s (dene2
bawah)
=] de (dengan titik di
dad d
bawah)
= . te (dengan titik di
ta t |
| bawah)
E ! | zet (dengan titik di
' z |
| bawah)
L
£ *ain ¥ 1 koma terbalik keatas
£ {
Gain G | Ge
= fa' F Ef
3 Qaf Q Qi
. Kaf K Ka
J Lam L El
3 Mim M Em
5] Nun N En

wiii




4 Waw W w
" ha' H Ha
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

pendek, voeal rangkap dan vokal panjang.

Vokal Pendek
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fathah Fathah A
~n Kasrah Kasrah 1
; ]
5 Dammah dammah U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap Bahasa Arab vang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
| Huruf | Ditulis

~ Nama | Contoh |
Latin

‘ T =




Fathah dan ya’ Ai

adani

Kaifa

* Fathah dan Wawu Au

adanu Jsb

Oaul

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vecal panjang yang lambing nya berupa

harakat danhuruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + ya® ditulis a

Contoh 3 ditulis ransa”

Kasrah +ya’ mati ditulis 1

Contoh (¢4 dialis karlm

Dammah + wawu mati ditulis @

Contoh =34 ditulis furtidh

C. Ta' Marbiithah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

Ialas

Ditulis Maslalah

5,5

Ditulis fjarah

B Ras

2. Bila dilndupkan karena berangkat dengan kata lain ditulis t:

Dituhs u.i'ﬂ'mam_!;'c;}r

B3l aall

Al-Madinah al-Munawwarah




D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

iy Ditulis rabbanaa
e Ditulis najjainaa

E. Kata SandangAlif + Lim
1. Bila diikuti huruf Qamarivah

Al Ditulis al-galamu

2. Bila diikuti huruf Asy-Syamsiyah

Jdall Ditulis al-rajulu

F. Hamzah
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis

apostrof. Sedangkah hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:
i Ditulis svai ‘un
s Ditulis ta khuzu
Jud Ditulis afdhalu

G. Penulisan Kata

xi



Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yvang penulisanya dengan huruf arab
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut bisa dilakukan dua cara; bisadipisah perkata dan bisa pula

dirangkaikan.

g 5 c’,.!l ) VL,-I, : wa ahfallalla=hu al-bai'a wa hjarrama ar-
riba=
.__;;J! ) s wa hfarramarriba= atawwa hjarrama ar-riba>
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A,

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah
Negara Hukum.' Hukum yakni suatu sistem yang dibuat manusia untuk
membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat
terkontrol, Hukum juga merupakan mekanisme utama pelaksanaan

beberapa kekuatan kelembagaan. Dari penyalahg 1 kek 1 dengan

berbagai cara di bidang politik, ekonomi, dan sosial serta sebagai mediator
utama hubungan sosial antar masyarakat, hingga kriminalisasi dalam
hukum pidana, hukum pidana yang mencari cara agar Negara dapat dituntut
berdasarkan konstitusi yang sah. Menyediakan kerangka kerja untuk
membuat undang-undang, melindungi hak asasi manusia dan memperluas
kekuasaan politik dan cara para wakilnya dipilih.”  Hukum pidana adalah
hukum vang menentukan tindak pidana dan menentukan isi hukum pidana
dan hukum yang menentukan mengenai pelaksanaan isi dari hukum pidana
(KUHP).? Secara keseluruhan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi

Hukum pidana Material dan Hukum pidana formal. Menurut R. Soesilo

him. 21.

! pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19435
'\uhcl:sun Penganear Hmw Hukm, (Gorontalo: Ideas P‘llb!lbhli'lk. 2017), him. 3.

o |

* Sahat Maruli T. Situmeang, Sistenr Hikum ia (B : Logoz publishing, 2020),




2

dikatakan bahwa hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-

peraturan hukum yang memuat ketent

. Bagaimana menemukan kebenaran tentang kejahatan apa yang telah
dilakukan dan tindakan apa yang harus diambil jika ada dugaan telah
terjadi kejahatan

2. lJika suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan, siapa vang harus
mencari, menyelidiki, dan menyidik orang-orang yang dianggap
bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut lalu bagaimana cara
menangkap, menahan, dan memeriksa orang tersebut.

3. Teknik pengumpulan bukti, pemeriksaan, penggeledahan badan dan
tempat. lain, serta penyitaan benda untuk membuktikan kesalahan
tersangka

4. Sampai hukuman dapat diberikan, hakim akan menginterogasi
terdakwa di pengachlan.

5. Dapat dikatakan bahwa dengan mengatur bagaimana menecgakkan atau
menjalankan hukum pidana yang bersangkutan, untuk mendapatkan

putusan  hakim  dan bagaimana ke

o 'y

dilaksanakan, dijatuhkanya pidana dan pidana itu sendiri.*
Tujuan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP

itu  harus

adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran yang seluas-luasnya
tentang perkara pidana, melalui penerapan ketentuan-ketentuan KUHAP
secara jujur dan cermat, untuk mengetahui siapa pelakunya. Selanjutnya,
pelanggaran hukum dapat didakwa, dan kemudian mengizinkan pengadilan
untuk melakukan penyelidikan dan mencari keputusan untuk menentukan
apakah perbuatan kejahatan telah terbukti dan apakah terdakwa dapat
dituntut.’®

Uniuk memberikan kejelasan kepada pengadilan yang sedang

menilai suatu perkara tentang kebenaran peristiwa yang diajukan,

41 Ketut Sudjana, Hukum Acara Pidana Dan Prakeik Peradilan Pidana, (Fakultas Hukum
Universitas Udayana, 2016), him. 2
* Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 46.



pembuktian merupakan penyajian alat bukti yang sah oleh Hakim. Ketika
para pihak yang berperkara memberikan peristiwa-peristiwa yang dapat
dijadikan landasan untuk memperkuat hak-hak hukumnya, perlu diingat
bahwa tidak cukup hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut
secara lisan atau tertulis; mereka juga harus didukung oleh bukti yang sah
untuk menegakkan kebenaran. Dengan kata lain, harus ada bukti hukum
untuk mendukung peristiwa tersebut.”

Di dalam sebuah persidangan dalam perkara baik pidana maupun
perdata, alat bukti yang utama merupakan keterangan dari saksi. Itu
sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti,
sehagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHP.” Ketentuan pasal 184
ayat (1) Kimab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyatakan bahwa dalam acara pidana terdapat alat bukti yang dapat
diterima, antara Jain keterangan saksi dan ahli, surat, perintah, dan
keterangan dari terdakwa. Dalam menentukan fakta sebenarnya dari suatu
kejahatan, kesaksian saksi sangat penting. Dalam tuntutan pidana, kesaksian
saksi biasanya merupakan bagian terbesar dari bukti. Penempatan
keterangan Saksi yang mendahului alat bukti lain merupakan gambaran
yang jelas tentang hal ini.*

Pasal | angka | Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan
Saksi dan Korban dijelaskan bahwa Saksi adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

 Syahrul Azwar. “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut
Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)”, Qivas, Vol.3. No. 2, 2018, him, 221,

T Tiovany A. Ki ian, "Peranan K Saksi Schagai Salah Satu Alat Bukti Dalam
Proses Pidana ", Lex Pravitum, Vol, IV No.4 , 2016, him. 30,

* Ketut Wahyu Prasetya, etal, “Kedudukan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam
Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Vol.09, No.04, him.31,




penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”

Menurut pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang pernah didengarnya sendiri,
dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri, Sebagai alat bukti utama, bisa
dirasakan apabila tidak terdapat saksi dalam proses perkara. Dengan
dimulainya proses peradilan pidana, terutama selama penyelidikan dan
penyelidikan polisi, peran saksi menjadi semakin penting. Kesaksian para
saksi digunakan sebagai alat bukti dalam proses selanjutnya, mulai dari
tingkat kejaksaan hingga pemeriksaan akhir di persidangan, untuk
membantu hakim menentukan bersalah atau tidaknyva terdakwa. Jadi,
terbukti bahwa upaya perlindungan hukum dan penegakan keadilan sangat
bergantung pada saksi.

Seorang  saksi mempunyai Kewajiban untuk  hadir dalam
pemeriksaan keterangannya di persidangan. Saksi dalam memberikan
kesaksiannya dapat  diketahwi dan dapat dilakukan melalui  proses
pemeriksaan di persidangan. Dimana proses pemeriksaan saksi meliputi
dipanggiliya saksi ke ruang sidang seorang demi seorang oleh Hakim Ketua
Sidang, dilakukannya pemeriksaan identitas terhadap saksi. Kemudian
dilakukannya pengucapan sumpah atau janji. Sesuai menurut agama yang
dianut oleh saksi di persidangan.'’

Pada pasal 185 KUHAP, menentukan perihal saksi sebagai berikut:

l. Kesaksian sebagai alat bukti adalah apa yang dihadirkan saksi pada

sidang utama,

? Prasetya Margono, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-
Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban®, Jurnal
Independent, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 46,

"“aArdellia Luckyta Putri Armunanto, etal, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti
Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana”™, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2019
him. 145,



Keterangan kesaksian saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan.

Ketentuan menurut ayat (2) tidak sah jika disertai dengan suatu alat
bukti sah lainya.

Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa atau
fakta dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, apabila
keterangan yang dibuat oleh para saksi tersebut berhubungan
sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membenarkan adanya
suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Baik pendapat atau dugaan yang berasal dari pemikiran belaka
bukanlah sebuah kesaksian.

Dalam. memlai kebenaran sebuah kesaksian, hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan:

a) Keterangan saksi satu dengan saksi yang lain disesuaikan:

b) Keterangan dan alat bukti yang lain disesuaikan;

¢) Alasan mengapa saksi mungkin membuat pernyataan yang lebih
spesifik;

d) Cara hidup dan kesusilaan para saksi dan segala sesuatu yang pada

umumnya mempengaruhi dapat dipercaya atau tidaknya kesaksian
itu.
Bahkan jika mereka setuju dengan saksi lain, pernyataan yang dibuat

oleh saksi yvang tidak disumpah bukan merupakan bukti. Tetapi, jika



sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat digunakan
sebagai alat bukti tambahan.'!

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHAP adalah
keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan
dialaminya sendiri dengan menyebutkan sebab-sebab dan pengetahuannya
merupakan salah satu alat pembuktian dalam svatu perkara pidana.
Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil
menurut pasal 160 (ayat) 3 KUHAP, yakni “sebelum memberikan
keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara
agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang
sebenarnya, bila keterangan yang diberikan palsu maka ia akan mengambil
resiko atas keterangan palsu yang diberikan. '

Dalam prakick sering disebut dengan kesaksian. Dengan
memberikan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang
bukan salah satu pihak vang bersengketa dan yang telah dipanggil secara
sah oleh pengadilan, kesaksian merupakan salah satu bentuk kepastian yang
diberikan kepada hakim sebelum sidang mengenai fakta-fakta yang
dipersengketakan, Keterangan saksi didalam penggolonganya ini

dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok relatif dapat

' Shafira Natasha Febriana pulukadang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi
Yang Memberikan Keterangan Palsu Di persidangan”, Lex Crimen, Vol VIIINe.3, 2019, him. 116,

2 Aldi Indra Tambuwun, “Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di
Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu
Dan keterangan Palsu™, Lex Privatum, Vol IV, No.6, 2016, him 35,



didengar kesaksiannya. Secara absolut yang tidak boleh menjadi saksi dan

kelompok yaitu:

1) Anak-anak dibawah usia 15 tahun vang belum pernah menikah, serta
mereka yang sakit jiwa atau memiliki ingatan yang buruk, meskipun
kadang-kadang memiliki ingatan yang baik, tidak dapat menjadi saksi.
Orang yang tidak boleh bersaksi sebaga saksi pada umumnya diatur
dalam Pasal 168 KUHP; kecuali ditentukan lain dalam pasal ini,
kesaksian mereka tidak dapat diterima dan mereka diperbolehkan untuk
menarik diri sebagai saksi:

a) Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah sampai
derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama terdakwa.

by Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, ibu
atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

¢) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (pasal 169
KUHAP).

2) Selain tidak cakap secara absolut dan relatif. ada pihak yang dapat
dibebaskan dari bersaksi sebagai saksi untuk hal-hal yang dipercayakan
kepadanya karena kedudukan, pekegaan, atau martabatnya. Hakim
akan menentukan apakah permintaan ini dibenarkan atau tidak (pasal

170 ayat (1) dan (2) KUHAP). "

* Elias Zadrack Leasa, “Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Belo, Volume 4, No.2, 2019, him. 195,



Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin
kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di Negara-negara vang
memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan
dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah
Jjabatan) dan untuk menjadi saksi pengadilan. Pasal 160 ayat (3) KUHAP ini
disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau janji menurut
agama masing-masing. Disini diberikan alternatif antara sumpah atau janji.
Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak membenarkan umatnya
untuk mengucapkan sumpah dalam arti menyertakan nama Tuhan sebagai
penjamin kebenaran kata-katanya, melainkan hanya memperbolehkan
umatnya yntuk mengucapkan janji. Janji menurut cara agama, letap
menyertakan nama Tuhan, tetapi yang dikatakan hanyalah berbentuk
permohonan supaya Tuhan menolong agar saksi tersebut memberikan
keterangan dengan henar, yaitu ditutup dengan berkata “semoga Tuhan
menolong saya.” '*

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan
sumpah atau janji menurut cara agamanya, akan tetapi keterangannya tidak
benar, maka yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Hal ini
ditentukan dalam pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut:

1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan

supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat

" Geovani Turambi, etal, “Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu
Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Lex Privarum, Vol. IX/No.5,
2021, hlm. 215,



hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi
keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan,
secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,
diancam dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun.

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan
pidana paling lama Sembilan tahun.'” Pengaturan mengenai perbuatan
pidana Bab IX buku IT (KUHP), khususnya Pasal 242 KUHP tentang
sumpah dan keterangan palsu, tampaknya merupakan satu-satunya bagian
yang membahas pembuat undang-undang yang membuat pernyataan palsu
di bawah sumpah, R. Soenarto Soerodibroto menyusun pasal 242 KUHP
sebagai berikut;

1) Barang siapa dalam keadaan dimana undang -undang menentukan supaya
memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan tulisan, secara
pribadi maupun oleh kuasanya vang khusus ditunjuk untuk itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2

Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan
merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

% Ricky Rivaldy Tumewu, ctal, “Suatu Tinjauan Terhadap Keterangan Palsu Yang
Disampaikan Di depan Sidang Pengadilan Serta Kewenangan Hakim Dalam Proses Perkara”, Lex
Privatum, Vol 10, No.2, 2022, him. 3,
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3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan
menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 ayat (1) angka 1-4 dapat
dijatubkan.

Mengenai apa yang sebenamya dimaksudkan dengan perbuatan
pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan tentang sifat dar
perbuatan pidananya itu sendiri ternyara tidak terdapat kesamaan pendapat
di dalam berbagai sistem hukum pidana.'® Dari penjelasan di atas dapat
dipahami tidak semua keterangan atau kesaksian seseorang dianggap
sebagai keterangan palsu di atas sumpah. Unsur-unsur keterangan palsu di
atas sumpah itu adalah keterangan harus dibuat di bawah sumpah, kesaksian
ity diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan mengenai akibat hukum
dari kesaksian, kesaksian itu harus palsu (tidak benar) dan kebohongannya
diketahui oleh yang memberi kesaksian.

Pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 bertempat di kantor
Pengadilan Negeri kelas 1 A kota Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu
daerah yang masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
mempunyai kuasa untuk menuntut terhadap Muhammad Nur Akbar Bin
Alm.Abdul Rahim dalam hal undang-undang mensyaratkan pernyataan di
bawah sumpah, jika pernyataan itu mempunyai akibat hukum sebagai akibat

sengaja memberikan kesaksian palsu yang dijamin dengan sumpah, atau jika

' Meilinda Tarumingkeng, ct.al, “Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan pidana Y ang Sengaja
Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Pasal 242 KUHP™, Lex Crimen, Vol
X/MNo.3, 2021, hlm.50,



pernyataan itu mempunyai akibat hukum sebagai akibat memberikan
pernyataan bohong dengan sengaja yang dijamin dengan sumpah, baik
secara lisan maupun tertulis, atau jika dibuat oleh dia atau orang-orang
istimewanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal dari adanya gugatan perdata Nomor 58/Pid. B/2022/PN.
Tpg Dimana kasus tersebut melibatkan orang lain guna memberikan
“sumpah palsu” dalam kasus sengketa jual-beli sebidang tanah guna
menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kasus tersebut bermula adanya
gugatan perdata nomor 52/pdt.G/2020/PN Tpg antara saksi Kui Cong
dengan saudara Joni Lauso di pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait
sengketa lahan di Gunung Bintan milik saksi Erna dimana saat itu terdakwa
menjadi saksi dari pihak saudara Joni Lauso, sebelumnya dimintai
keterangan Terdakwa diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim berdasarkan
Apgama Islam kemudian pada saat persidangan berlangsung terdapat
pernyataan kepada Terdakwa dan kuasa hukum dari saksi Kui Cong
menanyakan terkait kepemilikan tanah vang terletak di jalan gunung kijang
dekat PLTU Kab. Bintan setelah menjelaskan tentang lahan tersebut,
terdakwa juga menjelaskan “Terhadap surat peryataan yang ditandatangani
oleh Nurul Hayah saksi yang menyatakan tidak tahu dan tidak pernah
bertandatangan pada surat tersebut” sebagaimana tercantum dalam putusan
perdata nomor 52/Pdt. G/2020/PN tanggal | april 2021 halaman 30 dari 74

halaman,



Terhadap surat pernyataan tersebut, saksi Wiliana bersama dengan
saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 april 2013 datang kerumah saksi
Nurul Hayah untuk meminta tandatangan yang bersangkutan dengan
membawa surat pernyataan ke saksi Nurul Hayah dimana saal itu surat
pernyataan tertanggal 22 april 2013 yang berisi:

I. Suami saya (Abd. Rahim alm) pernah memiliki sebidang tanah seluas
dua HA terletak di dalam lokasi dermaga PT.Pulau Batu Mulia di Kp.

Banjar Gunung Kijang Kee. Bintan Timur.

Lo

Tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Pulau Batu Mulia berdasarkan
Surat petjanjian jual beli tanah / ganti rugi tanaman pada tanggal 22
Juni 1990 dengan harga jual beli tanah/ganti rugi tanaman sehesar Rp.
5000,000,- (Lima juta rupiah) lunas,
3. Suami saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.
Ditandatangani saksi Nurul Hayah yang merupakan istri almarhum
Abdul Rahim dimana pada saat itu Terdakwa, saksi Inma Sari dan saksi
Iskandar turut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.
Berdasarkan berita acara Nomor 1091/DFT/2021 tanggal 15 Jum
2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Yani Nur Syamsu, MSc, Eric
Rezaloka ST M1.M.Eng. Edwin Setiawan, 5.Ds yang diketahui oleh Kepala
Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc
dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan bahwa QT adalah Identik
dengan KT atau dengan kata lain dua buah tanda tangan atas nama

Muhammad Nur Akbar yvang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada



Bab 1 A di atas dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar
pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama. Akibat perbuatan
dari Terdakwa saksi Kui Cong mengalami kekalahan dalam perkara perdata
tersebut. Maka perbuatan Terdakwa diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP
Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Di muka persidangan, Terdapat saksi-saksi yang dihadirkan.
Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Kemudian terdakwa juga
memberikan keterangan bahwa Terdakwa diajukan di oersidangan karena
masalah sumpah palsu pada tanggal 20 januari 2021 saat perkara perdata
Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat
melawan Kui Cong scbagai tergugat. Terdakwa didatangkan sebagai saksi
dari pihak penggugat, Saat menjadi saksi, Terdakwa menyatakan bahwa
terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi
berkata tidak tahu dan tidak menandatangani surat tersebut. Terdakwa
sebenarnya menandatangani surat tersebut pada tanggal 22 april 2013 dan
tandatangan ibu terdakwa beserta dengan adik-adiknya adalah benar.
Terdakwa tidak memiliki kepentingan dalam perkara perdata dengan
penggugat Joni Lauso,

Di depan persidangan, telah diajukan barang bukti berupa:

1. Satu lembar Surat Pernyataan asli bertanda tangan saudari Nurul Hayah
dan disaksikan oleh ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar,

Saudari Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 april 2013
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Satu lembar fotocopy kwitansi bertanda tangan Saudara Abd. Rahim
tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beh
tanah/ganti rugi tanaman sebidang tanah 1k.2 Ha terletak di dalam lokasi
dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung
Kijang Bintan Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22-06-1990,
Satu lembar fotocopy surat perjamjian jual beli tanah/ ganti rugi
tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas
nama Direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 juni 1990,

Satu buah flashdisk merk sandisk wama hitam merah yang berisikan
rekaman suara keterangan saksi Muhammad Nur Akbar saat
memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20
januari 2021 di kantor pengadilan Negeri Tanjung Pinang,

Karena semua unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut umum telah

terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ada alasan pembenar

maupun alasan pemaafl atas diri dan Sebagai tuntutan awal yang diajukan

oleh penuntut umum, terdakwa terbukti secara sah dan persuasif bersalah

melakukan tindak pidana. Maka Terdakwa dijatuhi hukuman Terdakwa

selama satu (1) tahun enam (6) bulan.

Berdasarkan kronologi putusan diatas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji bagaimana saksi yang memberikan keterangan atau sumpah palsu

dapat merugikan orang lain dan dapat di kenakan pasal 242 KUUHP. Karena

saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam penanganan suatu

tindak pidana schingga tidak dapat diabaikan. Keterangan yang diberi oleh



seorang saksi untuk membuktikan apakah benar jika telah terjadi perbuatan
pidana atau tidak.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sanksi atas kesaksian palsu
yang dapat merugikan orang lain dalam pasal 242 ayat (1) serta bagaimana
hukum Hakim majelis dalam menindaklanjuti hal tersebut. Oleh karena itu,
penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Saksi
Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata (Study Kasus
Putusan Nomor 38/Pid B/2022/Pn, Tpg) ",

Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami setiap kata

maupun istilah dalam proposal penelitian yang berjudul, Analisis Yuridis
Terhadap Saksi Yang Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata
Sty Kasus Putusan Nemor 58/Pid 8/2022/Pn. Tpg) maka penulis akan
menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan masalah
yang akan dibahas,
1. Keterangan Saksi
Menurut teori pembuktian hukum acara pidana, kesaksian yang
diberikan oleh para saksi di persidangan merupakan alat bukti yang
penting dan utama, Meski bukan satu-satunya alat bukti, keterangan saksi

hampir selalu menjadi dasar semua pembuktian dalam persidangan
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pidana, Namun, selalu penting untuk membuktikan dengan keterangan

saksi, setidaknya di samping pembuktian dengan alat bukti lainnya,'”

2. Kesaksian Palsu
Yakni keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dibawah
sumpah dimana isi dari keterangan tersebut mengandung arti tidak sesum
dengan sebenarnya, dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong
atau palsu. Keterangan vang isinya palsu tidak selamanya seluruhnya,
tetapi cukup palsu sebagiannya saja.
3. Sumpah
Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin
kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, di Negara-negara vang
memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan
dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan
(sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi pengadilan. Pasal 160 ayat (3)
KUHAP ini disebutkan tentang kewajiban mengucapkan sumpah atau
janji menurut agama masing-masing. Disini dibenkan alternatif antara
sumpah atau janji. Hal ini berkenaan dengan adanya agama yang tidak
membenarkan  umatnya untuk  mengucapkan sumpah dalam  arti
menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran kata-katanya,

melainkan hanya memperbolehkan umatnya untuk mengucapkan janji.

71 Made Sukadana, et.al, “K gan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian”,
Jurnal Law Rejorm, Volume 14, Nomor 2, 2018, him. 264
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Janji menurut cara agama, tetap menyertakan nama Tuhan, tetapi yang
dikatakan hanyalah berbentuk permohonan supaya Tuhan menolong agar
saksi tersebut memberikan keterangan dengan benar, vaitu ditutup

dengan berkata “semoga Tuhan menolong saya,™

C. Rumusan Masalah
Setelah mempelajari latar belakang yang ada, dan untuk
menghindari kerancuan dalam penelitian ini, penulis dapat mempersempit
dan memutuskan topik yang diangkat dalam penelitian ini.
Adapun rumusan permasalahan yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana
kesaksian palsu pada putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg?
2. Bagaimana status putusan perdata Nomor 52/pdt.Gi2020/Pn: Tpg atas
diputuskanya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid. B/2022/Pn. Tpg?
D. Tujuan dan Manfaat penelitian
Berdasarkan permasalahan pokok yang dirumuskan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif

a. Mengetahui alasan saksi memberikan kesaksian palsu didalam
Pengadilan,

b. Mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam memutuskan
hukuman tindak pidana saksi yang memberikan kesaksian palsu
dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

2. Tujuan Subjektif

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana

terhadap saksi yang memberikan kesaksian palsu study putusan

Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.
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b. Sebagai salah satu gyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negen Saifuddin Zuhri
Purwokerto.

Berikut adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian

ini:

1. Secara Teoritis
Mantfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pikiran atau bahan ryjukan untuk ilmu pengetahuan serta wawasan bagi
para akademisi dalam Hukum khususnya Hukum Tata Negara serta
yang termasuk dalam perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi
dan referensi bagi penelitian lain serta diharapkan dapat menjadi
landasan atau acuan bagi pembuat hukum terutama pembuat peraturan
perundang-undangan agar sesual dengan  konstitusi yang telah
ditetapkan.

E. Kajian Pustaka
Proposal mengenai  Analisis Yuridis Terhadap Sakst Yang

Memberikan Kesaksian Palsu Dalam Kasus Perdata (Studi Putusan Nomor

58/Pid.B/2022/Pn. Tpg) seperti yang penulis ketahui belum ada yang

membahasnya, namun terdapat literatur yang membahas mengenai

Kesaksian palsu dalam Sidang di Pengadilan dengan perspektif yang

berbeda. Untuk mengurangi duplikasi, evaluasi penulis dan study yang telah

diteliti oleh peneliti yang lainya.

1. Seperti skripsi dari Muhammad Taufik Affandhy yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Saksi Yang Memberikan
Keterangan Palsu  (Studi  kasus  penetapan  hakim  nomor
2565/Pid. B/2008/Pengadilan Negerni Makassar)” Yang mengkaji

bagaimana alasan majelis hakim dalam mengeluarkan penetapan
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penahanan terhadap saksi dan upaya apa yang dapat ditempuh oleh saksi
terhadap penetapan vang dikeluarkan oleh majelis hakim tentang

penahanan saksi.

ta

Kemudian Skripsi oleh Luluk Ernawati yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Saksi Yang Menjadi Tersangka dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban™ Terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka

terhadap perkara yang sama berhak untuk memperoleh perlindungan
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan

Saksi dan Korban.

3. Selanjutnya Skripsi oleh Zahrotul Fuady Hasibuan yang berjudul
“Analisis Penerapan Pasal 242 KUHP Tentang Sumpah Palsu Dalam
Perkara Narkotika nomer 1008/Pid.Sus/2016/PNJMB™  Tentang
bagaimana pertanggungjawaban sumpah palsu berdasarkan pasal 242
terhadap putusan nomor 1008/Pid.Sus/2016/PNIMB

4. Lalo Jurnal oleh Shafira Natasha Febriana Pulukadang yang berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan
Keterangan Palsu Di Persidangan™ Untuk mengetahui bagaimana
pengaturan keterangan saksi sebagai alat bukti perkara pidana, serta
bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keterangan palsu di
persidangan.

Metode Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian  hukum adalah untuk
mengidentifikasi solusi untuk suatu masalah dan menentukan apakah itu
solusi yang tepat, solusi yang benar, atau keduanya. Hasil kajian yang
cermat, mendalam, dan dapat diandalkan diperlukan untuk menjelaskan dan
memberikan solusi atas semua persoalan hukum.'®

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang akan penulis

paparkan untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

" Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UL press, 1981), him. 43,
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1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategon penelitian kepustakaan
(library research), yang berfokus kepada pengumpulan data dan
informasi dengan menggunakan sumber daya di dalam dan di luar
perpustakaan,
Sebagai contoh: buku, jurnal, majalah, catatan multimedia, media sosial,
artikel,
Tujuan utama dan penggunaan tinjauan literatur adalah untuk
menunjukkan bagaimana memecahkan penelitian.
Pendekatan Penelitian
Metodologi kajian penulis mengambil pendekatan yuridis-normatif.
Dengan metode ini objek hukum dilihat dalam kaitanya dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait.
Sumber penelitian
Pengumpulan data merupakan langkah yang konktret yang sangat
dibutuhkan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dikarenakan
penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, maka sumber data
yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data premier dalam penelitian ini adalah putusan
Nomor 58/Pid B/2022/Pn. Tpg.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang
perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 242,
Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode

pengumpulan data secara studi pustaka atau dokumentasi yang berasal
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dari buku fisik, maupun referesensi intemet seperti jurnal, artikel, juga
referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis 1s1 (content analysis) yaitu metode penelitian dengan
teknik menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data
yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dalam hal ini data yang
dikumpulkan adalah putusan Nomor 58/Pid. B/2022/Pn. Tpg, serta buku,
jurnal, artikel, dan sumber daya lainnya,

G. Sistematika Pembahasan

Setelah menganalisis penelitian ini secara menyeluruh, penulis
membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, twuan dan manfaat
penclitian, kajian pustaka, metode penclitian, dan sistematika pembahasan,

BAB Kedua Tinjauan teoritis, Dalam bab ini akan menjelaskan
mengenal Saksi, Kesaksian Saksi, penjubaran Kesaksian Palsu, serta
penjelasan tentang putusan Hakim,

BAB Ketiga Menjelaskan tentang deskripsi putusan nomor
58/Pid.B/2022/Pn. Tpg.

BAB Keempat Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini
akan membahas mengenai tindak pidana kesaksian palsu putusan nomor
58/Pid. B/2022/Pn. Tpg.

BAB Kelima Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II
KONSEP UMUM TENTANG SAKSI YANG MEMBERIKAN

KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN

A. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Persidangan

1.

Definisi Pembuktian

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang
sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,
pembuktian dipandang sangat penting dalam Hukum Acara Pidana karena
yang dicani dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil,
yang menjadi twjuan dari hukum acara pidana itu  sendiri. Untuk
menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cam
paling utama yvang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-
dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan perkara,

Dalam perkara perdata di pengadilan Indonesia, diterapkan asas
hukum pembuktian, vaitu asas mencari kebenaran formil (formeel
waarheid). Di dalam ketentuan tentang hukum acara perdata di Indonesia,
vaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HLR.) atau Reglemen
Indonesia yang Dibarm (R.LB.) tidak dijelaskan tentang apa yang
dimaksud dengan asas mencari kebenaran formil dalam perkara perdata.
Namun asas mencari kebenaran formil (formeel waarheid) ini telah
dipraktikan atau diterapkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mengkonstantir,
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mengkualifisir dan selanjutnya mengkonstituir. Maksudnya adalah Hakim
dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata vang diajukan
kepadanya, maka Hakim harus mengonstatir tentang benar atau tidaknya
suatu peristiwa ber-dasarkan alat-alat bukti. Selanjuinya tugas hakim
mengkualifisir peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan atau terbukti,
yaitu dengan menemukan hubungan hukum atau dengan perkataan lain
menemukan hukumnya atas peristiwa yang telah dikonstantir.

Kemudian tugas berikutnya adalah Hakim harus mengkonstatir
atau menetapkan hukumnya kepada pihak yang yang bersangkutan.
Dengan demikian Hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya
atan hubungan hukum dari peristiwa tersebut, kemudian memperlakukan
atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang felah ditetapkannya
tersebut.'”

P.AF Lamintang menyatakan hahwa sistem pembuktian dalam
KUHAP, disebut:

a) Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian
undang-undang lah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya
alat bukti yang harus ada.

b

Negatief, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti vang
ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim

harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila

' Lonna Yohanes Lengkong, Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum
Acara Perdata, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2009, him, 23
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jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan
keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar
telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak
tersebut.*’
Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam
pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika
memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata
lain bahwa pembuktian ditunjukan untuk memutus perkara pidana,
dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana
dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan
yaitu;

a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim
memperoleh keyakinan.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah

dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua

alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan

dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:

2 Rusli Muhamunad, Hukum Acare Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Baku),
2007, hlm. 192
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Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta vang didapat dan dua alat
bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim
bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi.
Dalam praktek disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU
telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah
menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yaitu
dari dua alat bukti, Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana
sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan
pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga
keyvakinan terhadap sesuatu yang objektif, Dua keyakinan ftu dapat
disebut sebagai hal yang objektif yang disubyektifkan. Keyakinan
adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu
yang obyekuf.

Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak
pidana, bias terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang
bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar pada diri terdakwa,
maka hakim yakin kesahalan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim
tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan
terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa.
Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada din

terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait d 'evcuse). Bisa jadi
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terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang
itu tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan
jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk
keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana
tersebut,

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian
sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan
atau mengambil keputusan in casu menarik amar putusan oleh majelis
hakim. Pembuktan dilakukan terlebih dahuly dalam usaha mencapai
derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam
putusan hakim, Sehingga pembuktian tidak hanya ditunjukkan untuk
menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang
harus dipenuhi'dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.®'

2. Definisi alat bukti
Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di
Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai
pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai lex
specialis-nya. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda
sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini

menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk

M Fachrul rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkata Tindak
Pidana”. Jurnal Yeridis Unaja, Vol | no 2, 2018, him. 22



27

mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan, Sedangkan alat

bukti menurut pasal 284 ayat (1) KUHAP antara lain:

.

b.

keterangan saksi

keterangan ahli,

surat

petunjuk

keterangan terdakwa.”
Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika
dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP maka
yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

1) Apa yang saksi dengar senduri
2) Apa yang saksi lihat sendiri
3) Apa yang saksi alami sendiri.

Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai
pengaturan yang pasal 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga
keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan,
yaitu sesuai dengan pasal 162 KUHAP. Ayat (1) jika saksi sesudah
memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau

karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena

2 Jovy renaldo Rumondor, etal, “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses
Peradilan Pidana”, Lex Crimen, Vol, X No.5,2021, him 220
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sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka
keterangan yang telah diberikanya itu dibacakan. Ayat (2) Jika
keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka
keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di
bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.
Berdasarkan keterangan di atas, variasi alat bukti keterangan
saksi yaitu:
1} Keterangan saksi di bawah sumpah persidangan
2) Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam
persidangan (162 ayat 2)*°
Selain itu, di dalam keterangan saksi dikenal juga dengan
adanya dua jenis saksi yaitu;
1} Sakst memberatkan ( @ charge)
Saksi ini ialah jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan
semakin menguatkan bukti terdakwa bahwa benar dialah pelaku
tindak pidana tersebut.
2) Saksi meringankan (a de charge)
Saksi ini adalah apabila isi keterangan saksi itu akan bertujuan
melepaskan tersangka dari tuduban sebagai pelaku tindak
pidana. Saksi ini adalah menjadi bagian terhadap hak tersangka

untuk dapat mengajukan saksi ¢ de charge agar diperiksa dan

¥ Natanael Isracl K jong, ctal, “Implikasi Perkemt Alat Bukti Pada
Pembuktian Tindak pidana Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana™, Lex Crimen, Vol.X,
No.2, 2021, him.131
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dibuat BAP dalam tahap penyidikan dan juga pada saat
pemeriksaan disidang pengadilan.

Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas,
artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga
tidak melekat didalam sifat kekuataan pembuktian yang mengikat
dan menentukan bahwa jadinya alat bukti kesaksian sebagai alat
bukti yan sah. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ini tidak
mempunyal nilai  pembuktian kekuatan yang sempurna  dan
meyakinkan. Dengan kata lam, tidak dapat mengikat hakim.
Sehingga hakim bebas dalam menilai’ kesempumaan dan
kebebasan yang diberikan oleh keterangan saksi, dan hakim pun
juga tidak segan menolak keterangan dari seorang saksi, ketika
saksi tersebut memberikan keterangan vang tidak sempurna dan
jelas.™
b.  Keterangan ahli

Salah satu alat bukti vang sah sebagaimana diatur dalah pasal
184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan
ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku,
keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukii. Pasal 295 FUR
menyebutkan alat bukt terdiri dari:

a. Kesaksian-kesaksian

 P.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hubwm Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti), 2013, hlm. 184
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b. Surat-surat
¢. Pengakuan
d. Isyarat-isyarat
Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu
adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak
berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungs:
sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli
dirumuskan dalam pasal 1 butir 28 dan pasal 186 KUHAP.
Pasal 1 butir 28 menyatakan keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sclanjulnya pasal
186 KUHAP menyatakan, keterangan ahli jalah apa yang seorang
ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.
Dengan demikian, dan ketentuan pasal 1 butir 28 dan pasal
186 KUHAP, maka vang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:
1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki
keahlian khusus

2. Keterangan itu diberikan di muka sidang peradilan.
Seperti halnya saksi. undang-undang juga ternyata mewajibkan
seorang ahli untuk mengucapkan janji atau sumpah akan
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang

sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidangnya.



Pasal 179 KUHAP menentukan:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli
kedokteran kehakiman atau dokter ahli yang lainnya, wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan,

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi yang berlaku
Jjuga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan
ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji
akan memberikan keterangan yang schaik-baiknya dan vang
schenamya  menurut  pengetahuan  dalam  bidang
keahlianya

¢, Surat

Ada  beberapa  pengertian  sural  secara  umum  yang
dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sudikno Metrokusumo, surat
adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk
mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran
seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Menurut pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebaga
alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:
1. Sural yang dibuat atas sumpah jabatan, atau

2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

* Sofia Biloro, “Kekuatan Alat Bukti K gan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana
Menurut KUHAP™, Lex Crimen, Vol. VII, No. 1, 2018, hlm.101.



Demikian juga, telah dirinci bentuk-bentuk surat yang dapat
dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yaitu, berita acara dan
surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum vang
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita
acara dan surat resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang itu
harus berisi dan memiat keterangan tentang kejadian atau keadaan
yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Jadi pada dasamya surat yang termasuk alat bukti ialah surat
resmi yang. dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk
membuatnya. namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai
alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan
dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas
alasan keterangan itu dibuatnya.

Surat itu sudah memenuhi syarat sebagai surat yang syarat-
syaratnya telah dipenuhi; asalkan dalam surat tersebut ada penegasan
bahwa surat itu dibuat atas sumpah jabatan. Surat yang berbentuk
menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh
pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya dan  yang diperuntukan bagi

pembuktian hal atau tu keadaan jenis surat semacam ini

hamper meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi



dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya kartu tanda penduduk, surat
izin mengemudi kendaraan bermotor, passport, akta kelahiran, dan
lain-lainya. Surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukn
surat.*®
d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk
ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,
baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya. Namun demikian, tidak semua
perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersumber dari tiga alat bukti
lain, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa ataw surat. Tidak
termasuk alat bukti keterangan ahli. Karena meskipun disampaikan
oleh seorang ahli, keterangan itu tetap diberikan berdasar
subjektivitasnya, meskipun pula disampaikan secara objekuf.

Petunjuk umumnya  digunakan oleh hakim untuk
memperkuat keyakinannya yang belum bulat yang biasanya
disebabkan oleh tiga hal yaitu alat bukti yang ada belum memenuhi
syaral minimum pembuktian berupa dua alat bukti, alat bukti yang
ada telah memenuhi syarat minimum pembuktian, namun masing-

masing fakia belum menunjukkan saling keterkaitan. Dajam hal ini

2 Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana™, lex Crimen, Vol VIl No.5, 2018, him. 57



petunjuk digunakan untuk memenuhi syarar minimum pembuktian.
namun belum dapat meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi
tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa. Dalam hal ini

petunjuk berfungsi sebagai penambah keyakinan hakim ™’

o

Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) menerangkan bahwa keterangan terdakwa
ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan
yang ia Jakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa,
karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

1) Mengaku ia telah melakukan delik yang didakwakan
2) Mengaku ia bersalah.

Keterangan  terdakwa  scbagai  alat bukn  lebih  luas
pengertianya dari pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa yang
diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan
pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian dapat
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal
keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat
bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

(pasal 189 ayat (2) KUHAP).

T Hanif Azhar, “Alat Bukti Petunjuk Datam Hukum Pidana Islam, Jurmal Syariah dan
Hubkarm Islam, Vol.5.No.2, 2020, him. 166



Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa hanya dapat
dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini penting sekali dalam
pemeriksaan perkara pidana yang sifatnya ingin mengejar kebenaran
materiil, agar terdakwa yang diperiksa jangan membawa-hawa
orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, untuk
menghindar adanya fitnah.

Oleh karena itu keterangan terdakwa berupa pengakuan
tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi walaupun
seorang terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukt
lain, karena yang dikejar adalah kebenaran materiil. Hal ini berbeda
dengan pengakuan dalam hukum acara perdata, yang merupakan alat
bukti sempurna, Karena dalam hukum acara perdata yang dicari
adalah kebenaran formal.*

B. Saksi dan Keterangan Palsu
1. Saksi
Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri,
Untuk menjadi saksi adalah kewajiban warga Negara yang baik

sesual dengan bunyi pasal 224 KUHP “Barangsiapa yang dipanggil

¥ Elvira Susi, “Kekuatan Alat Bukti K Terdakwa Berdasarkan Pasal 189
KUHP”, Lex Crimen, Vol. VIII No.3, 2019, hlm, 140
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menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juro bahasa
dengan sengaja tidak memenuln suatu kewajiban yang sepanjang
undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :
pertama dalam perkara dipada, dengan hukuman penjara selama-lamanya
sembilan bulan, kedua dalam perkara lain dengan hukuman penjara
selama-lamanya enam bulan.”

Seseorang menjadi saksi adalah kewajiban dan kewajiban lain
bagi sescorang saksi dalam memberikan kesaksian adalah saksi dalam
memberi keterangan atau kesaksian harus berkata sebenarnya, jika saksi
tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya atau dianggap palsu
maka saksi tersebut dapat dituntut dengan dakwaan memberikan sumpah
palsu yang berakibat suatu muniutan pidana sesuai pasal 242 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saksi juga dibedakan kedalam beberapa jenis berdasarkan dengan
perannya dalam perkara atau keterangan yang diberikan di persidangan.
Antara lain:

a. A charge (saksi yang memperberat)

Saksi yang memberatkan atau ¢ charge adalah saksi yang
keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi ini biasanya dihadirkan
oleh penuntut uwmum dalam rangka menguatkan dakwaan yang
diajukan ke persidangan.

b. A de charge (saksi yang memperingan)
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Saksi yang meringankan atau @ de charge adalah saksi yang
keterangannya meringankan terdakwa dan biasanya dihadirkan oleh
terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam rangka pembelaan
atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, Penghadiran saksi
a de charge ini dilandasi ketentuan pasal 65 KUHAP Jo. Putusan
ME 65/PUU-VII/2010, bahwa tersangka atau terdakwa berhak
untuk menghadirkan dan mengajukan saksi yang keterangannya
menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, penghadiran saksi a de
charge juga diatur dalam pasal 116 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan
MK 65/PUU-VIIL2020.

Saksi korhan

Merupakan korban yang dapat dihadirkan scbagai seorang saksi
karena korban merupakan orang yang melihat, mendengar serta
mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi de auditu

Saksi de auditu dikenal juga sebagal testimonium de auditu atau
disebut dengan saksi Jiearsay yaitu saksi yang memberikan
keterangan bukan berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia
alami sendid, melainkan pengetahuannya itu didasarkan kepada apa
yang dilihat, didengar dan dialami oleh orang lain. Sebelum adanya
Putusan MK 65/PUU-VIIL/2010, keterangan saksi de audit tidak

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun hanya berfungsi



o

untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim dalam perkara
tersebut,

Sebuah kajian putusan MK 65/PUU-VIIL2010 begudul Daya
Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De
Aunditu” dalam peradilan pidana antara lain dijelaskan bahwa
putusan ini merupakan cerminan. perlindungan terhadap hak-hak
tersanghka dan terdakwa,

Suksi mahkota (kroongetuide)

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa
yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang
bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota
bukanlah istilah yang dikenal KUHP, namun istilah ini dapat
ditermukan dalam alasan vang tertuang didalam memori kasasi pada
putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2022, yang
menyatakan bahwa dalam perspektil empiric saksi mahkota dapat
didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau yang diambil dari salah
satu tersangka/terdakwa yang lainya yang bersama-sama melakukan
tindak pidana dan terhadap dirinya diberikan sebuah mahkota.
Adapun mahkota yang diberkan kepada salsi vang berstatus
terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap
perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan
apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkannya

atas kesalahan yang pernah dilakukan,



Saksi pelapor (whistleblower)

Saksi pelapor adalah seseorang yang melihat, mendengar,
mengalami atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan
memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak
hukum mengenai dugaan terjadinya tindak pidana
Justice Collaborator (saksi pelaku vang bekerjasama)

Masyarakat lebih sering mengenal saksi pelaku dengan istilah
Justice collaborator, Tstilah Justice collaborator ini sebenarnya
muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04
tahun 201 1. Justice collaborator dalam SEMA tersebut merupakan

istilah pengganti untuk saksi pelaku yang hekerjasama. Butir kedua

dalam SEMA menyatakan “Dalam upaya buhkan partisip

publik guna mengungkap tindak pidana (sebagaimana dimaksud
didalam butir pertama). harus diciptakan iklim yang kondusif, antara
lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan
kepada setiap orang yang mengetahui. melaporkan, dan/atau
menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum

untuk kap dan gani tindak pidana dimaksu secara

efektif.
Saksi verbalisan

Saksi verbalisan juga dikenal dengan istilah saksi penyidik.
Verbalisan diartikan sebagai penyidik yang melakukan proses

penyidikan (verbal). Sehingga saksi verbalisan adalah saksi
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penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut
Saksi verbalisan umumnya dihadirkan oleh hakim atau penuntut
umum dikarenakan terdakwa danfatau saksi menyangkal atau
menarik keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang
dibuat oleh penyidik.””

Pada asasnya semua orang yang telah dewasa dan cakap untuk
melakukan perbuatan hukum (rechtsbelwaambheid) dapat menjadi saksi
dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta, Kewajiban
ini muncul sebagai akibat dari pentingnya kedudukan dari seorang saksi.
Pentingnya arti kesaksian sebagai salah satu alat bukti tampak pada
kenyataanya dimana banyak perinstiwa hukum yang tidak dicatat dan
tidak ada alat bukti tertulis lainya, Meskipun denmkian ada batasan bagi
mereka yang tidak boleh didengar sebagai saksi. Ada tiga kategon bag
mereka yang tidak boleh didengar kesaksianya, yaitu:

a. Suami istri, bekas suami atau bekas istri dari salah satu pihak,
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah serta ke samping sampai derajat ketiga

b.  Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun

¢.  Orang gila walaupun kadang-kadang dapat berfikir schat.

* Nanda Alysia Dewi, “Tinjauan Figh Jimayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi
Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi™, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Palembang, 2019, him. 27,
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Dalam penjelasanya bahwa kategori pertama tersebut tidak boleh
didengar kesaksiannya dalam hal mencegah adanya diberikan keterangan
palsu akibat adanya hubungan kekeluargaan yang dekat ™

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam
suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak,
sebagaimana diatur di dalam KUHP, sebagai berikut:

a, Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi di
periksa (pasal 173 ayat 1 KUHAP)

b. Hak untuk mendapatkan penerjemah untuk saksi yang tidak paham
bahasa Indonesia (pasal 177 ayat | KUHAP)

¢, Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bias’ menulis untuk
mendapatkan penerjemah (pasal 178 ayat | KUHAP)

d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelum selambat-lambatnya
tiga hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat | KUHAP)

e, Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang
pengadilan (pasal 229 ayat 1)

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali
melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari
sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi
ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan

dikelompokkan pada dua jenis:

1 Andi Sofyan, Hukum Acare Pidana Swate Pengantar, (Makassar: Kencana), 2014, him.
240



a

Keterangan saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan
penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161 KUHAP.
Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi
telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan
sumpah dan janji. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat
(2) KUHAP, milai keterangan saksi yang demikian dapat
menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan
tanpa sumpah atau janji, namun pasal 161 ayat (2) KUHAP menilai
kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan
“keyakinan Hakim" apabila pembuktian yang telah ada telah
memenuhi batas minimum pembuktian
Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal imi bisa terjadi seperti yang diatur pasal 161 KUHAP,
yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan
penyidikan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan™ dalam
pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat
dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan.
Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan pasal 161 ayat
(2) KUHAP dihubungkan dengan pasal 185 ayat (7) KUHAP nilai
kekuatan pembuktian yvang melekat pada keterangan saksi yang
dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat
dipersamaikan  dengan  keterangan saksi yang  diberikan

dipersidangan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan



43

alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya

berfungsi:

1. Dapat dipergunakan “menguatkan keyakinan™ hakim

2. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti yang sah lainya.

Karena hubungan kekeluargaanya,

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu tidak
dapat memberikan keterangan dengan sumpah, Barangkali untuk
mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada pasal 168
KUHAP, harus kembali menoleh pada pasal 161 ayat (2) dan pasal
185 ayat (7) KUHAP, yakni keterangan mereka tidak dapat dinilai
scbagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim, atau
dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat
bukti yang sah lainya sepanjang keterangan tersebut mempunyai
persesuaian dengan alat bukti yang sah 1tu, dan alat bukti yang sah
itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

. Saksi termasuk golongan yang disebut pasal 171 KUHAP yang
berbunyi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan
belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakil jiwa
meskipun kadang-kadang mereka baik kembali, boleh diperiksa
memberi keterangan tanpa sumpah disidang pengadilan. Titik tolak

untuk mengambil kesimpulan ini ialah pasal 185 ayat (7) KUHAP



tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam pasal 161 ayat
(2), maupun pasal 169 ayat (2) dan penjelasan pasal 171.%

KUHP menentukan perihal pemeriksaan saksi pada acara
pemeriksaan biasa lebih lanjut pada pasal 160 ayat-ayatnya sebagai
berikut:

1. Ayat{l)
a. Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang
menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua

sidang setelah mend pendapat penuntut umum, terdakwa atau

penasihat hukum

b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang
menjadi saksi

¢. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum
atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum
dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar
keterangan saksi tersebut,

2. Ayal (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan
tentang nama lengkap, tempat lahur, umur atau tanggal lahir, jenis

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan,

“Maykel Runtuwene, “Kekuatan Pembuktion Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam
Penyidikan Dan Pemeriksaan Sldang Pengadilan”, Lex Cramen, Vol VIIL No. 5, 2019, him._ 121
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selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan
perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah 1a berkeluarga
sedarah atau semenda dan sampai demjat ke berapa dengan terdakwa
atau apakah ia suami atau istri terikat hubungan kerja denganya.

3. Ayat (3) sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia

akan memberikan |

gan yang sebenarnya dan tidak lain daripada
yang schenarnya.

4. Ayat (4) jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahh
wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai
memberi keterangan

2. Keterangan palsu

Menurut  Prodjodikoro, suatu keterangan dapat diperoleh
melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dikatakan jika keterangan

dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan.

Keterangan dengan lisan ini berarti z gucapkan
keterangan di depan seorang pejabat dengan disertal sumpah, yaitu
memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang
sehenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan.
Cara bersumpah dilakukan menurut kepercayaan masing-masing

atau kepercayaan yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan

* Shafira Natasha Febriana pulukad “Per jawaban Pidana Terhadap Saksi
Yang Memhenkun Keterangan Palsu Di per\.ldangun Lex Crimen, Vol, VIII/No. 3,2019, him. 116.
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ini berarti, seorang pejabat menulis keterangan itu diliputi oleh
sumpah jabatan yang dulu ia ucapkan pada waktu ia mulai memangku
jabatannya.

Bahwa dalam prakicknya, hakim mempunyai hak untuk
menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis,
saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut
berbohong, maka hakim ketua akan menskorsing sidang untuk
bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah
mencapai kesepatakan, maka majelis hakim akan mengeluarkan
penetapan, Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia akan
dikenakan pidana pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHP, Sebagaimana
vang tercantum pada pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa, jika
keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat

dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkam saksi tent

hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan
dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selanjutnya
ditentukan dalam pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa, apabila
keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan  dengan  sungguh-sungguh  kepadanya  supaya
memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan
ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap
memberikan keterangan palsu. Dengan kata lain, tidak diperlukan

adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim
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mengeluarkan  penetapan  untuk  menahan  saksi yang  diduga
bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa
sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk
manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang sekelas
izin memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya
saksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan
yang palsu .
3. Tindak pidana keterangan palsu

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana
berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (eriminal
act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban
pidana  (criminal  responsibility), dan masalah  pidana  dan
pemidanaan. Istilah  tindak - pidana  merupakan masalah yang
berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (eriminal policy)
yang dimaksudkan sebagai proses penetapan perbuatan orang semula
bukan merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang
berada di luar diri seseorang.’

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah
strafbaar feit yang berasal dari Bahasa Belanda. Dalam bahasa
Indonesia terdapat beberapa terjemahan diantaranya peristiwa

pidana, tindak pidana, perbuatan yang dihukum, atau perbuatan

* Josua Hikzia Ratu,et.al, “Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam
Peradilan Pidana”, Lex Crimen, Vol. X No.9, 2021, him.48
** Rasyid Ariman et.al, Hukum Pidana, (Malang: Setara Pers, 2011), hlm. 57
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pidana.®® Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang
melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.
Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai perbuatan dilarang atau diancam dengan
pidana.*

Soerjono soeckanto mengemukakan pendapatnya, bahwa
kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa
dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk
menghapuskannya tidak akan tuntuas karena kejahatan itu memang
tidak dapat dihapuskan. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak
semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurmna,
lagipula manusia mempunyai kepentingan vang berbeda-beda yang
bahkan dapat berwujud sebagai perantara prinsipal. Maka untuk
menanggulangi  suatu  kejahatan yang ada  diperlukan suatu
perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum
tertulis. Adapun tujuan pidana adalah:

a. Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi
orang baik dan berguna bagi masyarakat.
b. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari

masyarakal.

* Wan Hammel, Rangkaion Sari Kuliah Hukwm Pidana I, (Bandung: Reflika Aditama,
2003), hlm. 251

7 Barda Nawawi Atief, Bumga Rampai Kebijokan Hukum Piduna (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83
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¢. Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena
telah melakukan kejahatan,

d. Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun
orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau
takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya
dijelaskan unsur-unsurnya dibagi menjadi 2 yaitu:

Unsur-unsur subjektif vaitu unsur yang melekat pada din
pelaku termasuk seluruh isi yang terkandung didalam hatinya serta
segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku, Unsur subjektif
dar tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (Culpa dan douls).

b. Maksud (voornemen) pada suatu percobaan atau poging serta
yang dimaksud dalam pasal 53 ayat | KUHP.

¢. Macam-macam maksud {sogmerk) misalnya di dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-
lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu (voorvedachteraad), misalnya di
dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

e. Perasaan takut atau vrees seperti antara lain terdapat didalam

rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308

KUHP.
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Sementara  unsur objektif ialah  unsur-unsur  yang
berhubungan dengan keadaan yang mana tindakan-tindakan dari
pelaku harus dilakukan. Unsur objektid dari tindak pidana adalah:
a, Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari pelaku
¢. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagm

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Sedangkan unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang di
dalam Buku Il memuat tindak pidana tertentu yang masuk dalam
kelompok kejahatan, dan Buku 111 memuat tentang pelanggaran.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat
diketahu adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:
a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
¢. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

. Unsur syaral tanbahan untuk memperberat pidana

=

. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
i. Objek unsur hukum tindak pidana

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana



k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.*®
Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:
a. Menurut sistem KUHP; kejahatan dan pelanggaran
Dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku 11 KUHP,
Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku 111, KUHP tidak

jelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan

dan  pelanggaran, namun menurut ilmu  pengetahuan,
pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran

bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat rechisdelict, yakni

perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan terlepas dari

dpakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (mala perse).
Sedangkan pelanggaran  bersifal  wetdelics,  yakni

perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak

pidana lak d 1 menyebutnya  dan

mengancamnya sebagai tindak pidana (mala prohibita).
b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya
pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai
dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam
rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak

pidana pencurian. Pada lindak pidana materiil, titik berat

¥ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Ruja Grafindo, 2007), him.
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perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana
tersebut terjadh setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya,

hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

. Tindak pidana commisionis, tindak pidana omumisionis, serta

tindak pidana commisionis per ommisionis commisa

Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran
terhadap larangan. Misalnya pencurian, pembunuhan,
perkosaan. Tindak pidana ommisionis merupakan pelanggaran
terhadap perintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di
pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang

berada dalam bahaya maut.

- Tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana

proparte dolus proparte culpa.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah
tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu
unsurnya. Selanjutnya tindak pidana proparte dolus pro parte
culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur
kesengajaan dan unsur kealpaan sckaligus, dan ancaman

pidananya sama.

. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang

penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dan
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orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan
aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya
meskipun tidak ada pengaduan dari orang vang terkena
kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana
aduan absolut dan tindak pidana aduan relative. Tindak pidana
aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya
dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan,
Misalnya tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.
Sedangkan tindak pidana’ aduan relatif adalah tindak pidana
yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan
istimewa antara si pelaku dengan orang yang ferkena kejahatan.
Misalnya tindak pidana pencurian dikalangan  keluarga,
sebagaimana diatur pasal 367 KUHP
. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup
dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana
berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak
pidana jika dilakukan beberapa kali. Misalnya adalah tindak

pidana penadahan sebagai kebiasaan diatur pasal 481 KUHP

. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak

pidana yang tidak berlangsung terus menerus.
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Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus,
keadaan vang dilarang berlangsung terus menerus. Misalnya
merampas kemerdekaan seseorang pasal 333 KUHP

h. Tindak pidana sederhana/standar, tindak pidana diperberal serta
tindak pidana ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai contohnya adalah
tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal
338 KUHP). Sedangkan tindak pidana diperberat misalnya
pencurian yang ancaman pidananya diperberat (pasal 363
KUHP). Sedangkan tindak pidana ringan (pasal 373 KUHP),
serta penggelapan ringan (pasal 379 KUHP). ™

Buku Il Bab IX KUHP yang berjudul “sumpah palsu dan
keterangan palsu™ atau “keterangan palsu di bawah sumpah dan
keterangan palsu”, semula terditi dari dua pasal, yaitu pasal 242 dan
pasal 243, Tetapi dengan staatsblad 1931 No. 240, pasal 243 KUHP
ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal pasal 242
KUHP saja. Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam buku I bab
IX tersebut,

Pasal 242 KUHP ini diterjemahkan oleh Tim penerjemah
Badan Binaan Hukum Nasional sebagai berikut:

|. Barangsiapa dalam  keadaan dimana undang-undang

menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau

* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta), 1983, hlm, 126-127
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mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
dengan sengaja memben keterangan palsu di atas sumpaj, baik
dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya
yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara
pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

i kan dengan h adalah janji atau penguatan yang

3

diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi
pengganti sumpah

Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no 1-4 dapat
dijatuhkan.

Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 242

KUHP ini diberikan keterangan oleh 5.R., Sianturi adalah nama dani

kejahatan ini disebut dengan “sumpah palsu”. Intinya ialah,

seseorang yang memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah

(ia bersumpah terlebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah) atau

di bawah sumpaj (ia memberikan keterangan lebih dahulu baru

dikuatkan dengan sumpah).

Oleh Sianturi tindak pidana ini dinamakan tindak pidana

kejahatan “sumpah palsu”. Nama ini untuk memperjelas bahwa di

dalam peristiwa itu tersangkut sumpah dan ada sesuatu yang palsu
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di dalam peristiwa itu. Jika tindak pidana ini dinamakan tindak
pidana “keterangan palsu”, orang tdak dapat langsung paham
bahwa di dalam peristiwa itu tersangkut suatu sumpah. Juga tindak
pidana ini tidak dapat dinamakan tindak pidana “kesaksian palsu”
sebab kesaksian palsu hanyalah salah satu peristiwa yang tercakup
di dalam tindak pidana ini, yaitu berkenaan dengan pengucapan
sumpah pada waktu hendak memberikan kesaksian,

Walaupun demikian, yang palsu sebenamya bukanlah
sumpah itu sendiri melainkan keterangan yang diberikanlah palsu.
Dengan demikian, untuk keperluan praktis tindak pidana tersebut

dapat dinamakan tindak pidana sumpah palsu.

' Geovani Turambi, etal, “Wewenang Hakim dalam memutuskan kesaksian palsu

menurut pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana™, Lex Privarum, Vol. IX, No. 5,
2021, hlm. 161



BAB I
DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 58/P1D.B/2022/PN. TPG
A. Kronologi Putusan

Berawal adanya sehuah gugatan perdata nomor
52/Pdt.G/2020/PN. Tpg antara saksi Kui Cong dan Sdr. Joni Lauso di
pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait sengketa lahan di gunung bintan
milik saksi Erna dimana saat itu Terdakwa yang bernama Muhammad Nur
Akbar Bin Alm, Abdul Rahim masih menjadi saksi dari sdr. Joni Lauso,
sebelum dimintai keterangan Terdakwa diambil sumpahnya oleh majelis
Hakim berdasarkan agama Islam.

Kemudian pada saat di persidangan berlangsung terdapat pertanyaan
kepada Terdakwa dari koasa hukum dari saksi Kui Cong menanyakan
terkait kepemilikan tanah vang terletak di Jalan Gunung Kijang dekat
dengan PLTU Kab. Bintan setelah selesai menjelaskan tentang lahan
tersebut Terdakwa juga menjelaskan “terhadap sural pernyataan yang
ditandatangani oleh Nurul Hayah saksi menyatakan tidak tahu dan tidak
pernah bertanda tangan pada surat tersebut” sebagaimana yang tercantum
dalam putusan perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN tanggal 1 april 2021
halaman 30 dari 74 halaman,

Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut saksi Wiliana bersama
dengan saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 April 2013 datang ke rumah
saksi Nurul Hayah untuk meminta tandatangan yang bersangkutan dengan

membawa surat pernyataan ke saksi Nurul Hayah dimana saat itu surat
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pernyataan tertanggal 22 April 2013 berisi jika Suami nurul Hayah pernah
memiliki sebidang tanah seluas dua Ha yang terletak di dalam lokasi
Dermaga PT. Pulau Batu Mulia di Kp. Banjar Gunung Kijang Kec. Bintan
timur, kemudian tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Pulau Batu Mulia
berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah pada tanggal 22 Juni 1990
sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta rupiah) akan tetapi Saksi Nurul Hayah
tidak merasa jika suaminya telah menjual tanah tersebut.

Ditandatangani saksi Nurul Hayah yang merupakan Istri almarhum
Abdul Rahim dimana saat itu Terdakwa, saksi Irma Sani dan saksi Iskandar
Jjuga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15 Juni
2021 yang ditandatangam oleh pemeriksa Ir, Yani Nur Syamsu, MSc, Erik
Rezaloka STMT M.Eng, Edwin Setiawan, S.Ds yang diketahui oleh kepala
bidang laboratorium forensic polda riau Ir, Yani Nur Syamsu, M.Se dengan
kesimpulan dan uraian pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa QT adalah
identic dengan KT atau dengan kata lain 2(dua) buah tanda tangan atas nama
Muhammad Nur Akbar yang terdapat didalam dokumen bukti tersebut pada
BAB 1A di atas dengan tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar
pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Kw Cong mengalami
kekalahan dalam perkara perdata tersebut. Maka perbuatan terdakwa diatur
dan diancam dalam pasal 242 ayat (1) KUHP.

B. Dakwaan Penuntut Umum
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Surat dakwaan suatu akte yang merumuskan dari peristiwa tindak
pidana atau dasar suatu pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan,
dan seorang hakim selaku penegak hukum dalam menilai dan
mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut
mengenai hal benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana

yang didakwakan kepadanya, dalam yatuhkan keputusanya. Surat

dakwaan memegang peranan penting terhadap proses perkara pidana, sebab
dari suatu surat dakwaanlah seorang jaksa penuntut umum memulai segala
tugas sebagm wakil Negara dalam membuktikan bahwa seseorang vang
dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.*’

Di dalam surat dakwaan pada Putusan Pengadilan Negeri
Tanjungpinang Nomor 58/Pid.B/2022 maka Terdakwa telah di dakwa
dengan dakwaan alternatif vaitu yang pertama diatur dalam Pasal 242 ayat
(1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dan kedua KUHP
Jo Pasal 53 ayat (1) tentang percobaan tindak pidana.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Mubh: d Nur Akbar Bin Alm. Abdul Rahim,

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana “sumpah palsu”™ yang diatur dalam pasal 242

ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Y Freddy Simanjutak.etal, “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuniut Umum
berdasarkan Hukum Positif Indonesia™, Doktrina: Jurnal of faw, Vol.3, 2020, him. 120
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Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Nur Akbar Bin
Alm. Abdul Rahim dengan pidana 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. | (satu) lembar surat pernyataan ash bertanda tangan saudari Nurul
Hayah dan disaksikan oleh ahli warisnya saudara Muhammad Nur
Akbar, Saudari Irma Sari dan saudara Iskandar tahun 22 April 2013,

b. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertanda tangan saudara Abd
Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli
tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah Ik. 2 (dua) Ha terletak di
dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar,
desa Gunung Kijang Bintan Timur berdasarkan surat perjanjian
tanggal 22 Juni 1990

e. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi
Bungan tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara
Ruswante atas nama Direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta pada
tanggal 22 Juni 1990

d. 1 (satu) buah Flash Disk merk SanDisk warna hitam merah yang
berisikan rekaman suara keterangan saksi pada persidangan pada
hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor pengadilan Negeri
TanjungPinang (dikembalikan kepada saksi Kui Cong)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 2.500,-

D. Alat Bukti
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Adapun  Alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri
Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
l. Keterangan saksi
Untuk membuktikan dakwaanya tersebut, maka Jaksa Penuntut
Umum mengajukan saksi-saksi yang bersedia memberikan sumpah di
depan persidangan. Para saksi ialah:
a) Saksi Kui Cong

Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kedepan persidangan
karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Pada
saat kejadiannya, pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 sekira
pukul 14.00 wib ketika terdakwa menjadi saksi dalam persidangan
perkata perdata Nomor 52/PDT.G/2020/Pn. Tp di kantor Pengadilan
Negeri Tanjungpinang. Saksi sudah mengetahui hal tersebut, karena
saksi juga hadir saat persidangan.

Dalam perkara perdata tersebut, saksi dan saksi Ema menjadi
tergugat, sedangkan penggugat adalah Joni Lauso adalah penggugat.
Terdakwa menjadi saksi yang diajukan penggugat. Sebelum
memberikan keterangan sebagai saksi, Terdakwa diambil
sumpahnya terlebih dahulu secara agama Islam.

Ketika menjadi saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Alm.
Abdul Rahim orang tua dari Terdakwa memiliki Tanah yang
bersempadan dengan tanah milik sdr. Joni Lauso arah sebelah

selatan yang terletak di jalan Gunung kijang dekat PLTU. Tanah



62

tersebut schenarnya telah dijual orang tua Terdakwa kepada PT.
Pulau Batu Mulia pada tanggal 22 Juni 1990 dengan luas 2 H seharga
Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) dan disertai kwitansi pembelian
pada tanggal 22 Juni 1990,

Pembelian tersebut  kemudian diperkuat dengan surat
pernyataan atas nama saudari Nurul Hayah istri dari Alm. Abdul
Rahim dan juga ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Irma Sari dan
sdr. Iskandar, Berdasarkan kwitansi dan surat perjanjian jual beli
tanah / ganti rugi tanaman tanggal 22 Juni 1990 saudara alm. Abd.
Rahim telah menjual sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di
dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar,
Desa Gunung Kijang Bintan Timur kepada PT. Pulau Batu Mulia
Jakarta,

Ketika Terdakwa menjadi saksi dalam perkara perdata
Nomor 52/ Pdu. G/2020/Pn. Tp, Terdakwa juga menyatakan tidak
tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat pernyataan
tertanggal 22 April 2013 yang telah dibuat oleh Istri dan Ahli waris
dari saudara alm. Abd. Rahim. Namun isi dari sural pernyataan
tertanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh sdri. Nurul Hayah
dengan disaksikan ahli warisnya yaitu terdakwa, saksi Irma Sari, dan
sdr. Iskandar adalah menyatakan suami Nurul Hayah pemah
memiliki sebidang tanah seluas 2 Ha yang terletak di dalam lokasi

dermaga PT. Pulau Batu Mulia di kp. Banjar, desa Gunung Kijang,
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kecamatan Bintar Timur dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh
PT. Pulau Batu Mulia berdasarkan surat perjanjian jual beli tanah /
ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) lunas
serta tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Surat pernyataan tertanggal 22 April 2013 tersebut dibuat
oleh PT. Pulau Batu Mulia kemudian dibawa oleh saksi Wiliana
bersama saksi Alfeus Sujarwo pada tanggal 22 April 2013 tersebut
kerumah sdri. Nurul Hayah untuk meminta tandatangan. Saat
penandatanganan surat pernyataan tersebut, selain saksi Wiliana
bersama Alfeus Sujarwo, saksi juga ikut dating kerumah Terdakwa
namun hanya menunggu di mobil.

Setelah saksi Wiliana meminta tandatangan kepada Nurul
Hayah dengan disaksikan ahli warisnya yaitu Terdakwa, saksi Irma
Sari dan Iskandar. Saksi diperlihatkan surat pernyataan tertanggal 22
April 2013 vang sudah ditandatangani tersebut saat di mobil
kemudian baru diserahkan di kantor.

Amnak saksi yang bernama saksi Febry Supriyanto juga turut
hadir di ruangan persidangan sebagai pengunjung sidang saat
Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan
perdata. Akibat keterangan Terdakwa tersebut, saksi mengalami
kekalahan dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn.Tpg.
menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

tidak keberatan



b) Saksi Wiliana

Saksi mengetahwi bahwa Terdakwa diajukan ke depan
persidangan karena telah memberikan keterangan palsu di bawah
sumpah. Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021
sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa menjadi saksi dalam
persidangan perkara perdata Nomer 52/Pdt.G/2020/Pn. Tpg di kantor
Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam perkara tersebut saksi Kui
Cong dan saksi Ena menjadi Tergugat, sedangkan yang menjadi
penggugat adalah Joni Lauso. Terdakwa menjadi saksi dari yang
diajukan penggugat.

Saksi mengetahui kejadian tersebut karenadiberitahu sanksi
Kuwi Cong vang mengatakan bahwa saat di persidangan perdata
terdakwa ketika menjadi saksi penggugat menyatakan bahwa alm.
Abdul Rahim orang tua dari terdakwa memiliki Tanah yang
berkesempatan dengan tahah milik sdr. Joni Lauso arah sebelah
selatan yang terletak di Jalan Gunung Kijang dekat PLTU

Saksi diberitahu saksi Kui Cong bahwa pada saat Terdakwa
memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan perdata
Nomor 52/Pdi.G/2020/Pn. Tpg. Terdakwa mengatakan tidak tahu
dan tidak pernah bertanda tangan pada surat pernyataan tertanggal
22 April 2013,

Telah mengetahui penjualan tersebut, berdasarkan data yang

ada di kantor berupa fotokopi kwitansi tanah di jual kepada pt. Pulau
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Batu Mulia Jakarta seharga Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
Menjabat sebagai komisaris PT. Batu Mulia Jakarta sejak 2005 dan
mengetahui bahwa terhadap kwitansi jual beli tanah seharga Rp.
5000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di lakukan oleh PT. Batu
Mulia Jakarta terhadap tanah milik Alm. Abdul Rahim seluas 2 Ha
yang terletak di jalan Gunung salak dalam dermaga PT. Pulau Batu
Mulia Jakarta Tersebut tidak ada aslinya, lalu mendatangi saudari
Nurul Hayah selaku istri Alm, Abdul Rahim untuk membuat surat
pernyataan atas jual beli tanah tersebut.

Turut mendatangi saudari Nurul Hayah tersebut pada hari
senin tanggal 22 April 2013 sebanyak 2 kali, yang pertama pagi hari
menjelaskan kepada Nurul Hayah dengan membawa kwitansi jual
belt yang bertanda tangan Abdul Rahim seharga Rp. 5000,000,-
(Lima juta rupiah yang telah dilakukan oleh PT. Batu Mulia Jakarta
terhadap tanah milik Alm, Abdul Rahim seluas 2 Ha yang terletak di
. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu
Mulia Jakarta.

Kemudian pada sore hari senin tanggal 22 April 2013 saksi
bersama saksi Alfeus Sujarwo dan Saksi Kui Cong kembali
mendatangi saudari Nurul Hayah dengan membawa surat pernyataan
22 April 2013, kemudian sural pernyataan tersebut di tandatangani
oleh Nurul Hayah dengan disaksikan dan ditandatangani oleh anak-

anaknya yaitu Terdakwa, saksi lrma Sari dan Iskandar.
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Bukii isi surat pernyataan tersebut adalah
a. Saudari Nurul Hayah menyatakan bahwa suamm saya Abd
Rahim alm pernah memiliki sebidang tanah seluas 2 Ha terletak
di dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia di Kp. Banjar
Desa Gunung Kijang, kecamatan Bintan Timur
b. Tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT Pulau Batu Mulia
berdasarkan surat perjanjian Jual Beli Tanah / Ganti Rugi
tanaman pada tanggal 22 Juni 1990 dengan harga jual beli tanah
/ ganti rugi tanaman sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)
lunas
c. Suami saya tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak
lain.
Saksi Alfeus Sujarwo juga menyaksikan pada saat surat pernyataan
tersebut ditandatangani oleh Nurul Hayah. Dampak yang terjadi
akibat perkataan yang tidak benar di weapkan oleh Terdakwa
tersebut adalah saudara Kui Cong selaku direktur oleh PT. Pulau
Batu Mulia mengalami kekalahan pada persidangan perdata.
¢) Saksi Alfeus Sujarwo
Saksi mengetahui dari saksi Kui Cong bahwa Terdakwa
diajukan kedepan persidangan karena telah memberikan keterangan
palsu dibawah sumpah ketika Terdakwa menjadi saksi dalam
persidangan perkara perdata antara Joni Lauso sebagai penggugat

melawan Kui Cong sebagai tergugat. Saksi diberitahu saksi Kui
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Cong bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di bawah
sumpah pada persidangan perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Tpg,
Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan
pada surat pernyataan tertanggal 22 April 2013,

Saksi mengetahui surat pernyataan tertanggal 22 April 2013
ditandatangani  oleh Nurul Hayah dan disaksikan Terdakwa,
Iskandar dan saksi Irma Sari karena saksi dan saksi Williana yang
menandatangani rumah Nurul Hayah untuk meminta tandatangan.

Saksi-saksi dan saksi Williana pada pagi hari Senin tanggal
22 April 2013 berangkat menandatangani rumah saudara alm. Abdul
Rahom, sesampainya disana bertemu dengan saudara Nurul Hayah
dan saksi Irma Sari, kemudian saksi Wiliana méngatakan bahwa
kami dari PT. Pulau Batu Mulia hendak memintakan surat
pernyataan bahwa alm. Abdul Rahim pernah menjual tanah seluas 2
ha yang tedetak di JI. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga
PT. Pulau Batu Mulia Jakarta berdasarkan kwitansi pembayaran
yang ditandatangani oleh saudara alm. Abdul Rahim

Kemudian saksi Wiliana menunjukkan surat pernyataan
tersebut dan Nurul Hayah pun menyetujuinya namun karena anak
dari saudara Nurul Hayah tidak ada semua lalu saksi disuruh datang
kembali pada malam hari. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00
wib saksi bersama saksi Wiliana dan Saksi Kui Cong dating kembali

ke rumah saudari Nurul Hayah dan bertemu dengan saudari Nurul
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Hayah beserta anak-anaknya saudara Iskandar, Terdakwa dan saksi
Irma Sari, lalu saudari Wiliana menyerahkan surat pernyataan
tertanggal 22 April 2013  tersebut dan mereka pun
menandatanganinya.

Pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak
ada paksaan dar sakst Wiliana terhadap saudari Nurul Hayah,
saudara Iskandar, Terdakwa dan saksi Irma Sari karena sebelumnya
pada pagi harinya saksi Wiliana telah bertemu dengan saudari Nurul
Hayah dan saksi Irma Sar1,

Saksi mengenal saksi Kui Cong karena direktur dari PT.
Pulau Batu Mulia tenipat saksi bekerja sedangkan dengan Terdakwa
tersebut kenal disaat saksi menandatangani meminta landatangan
surat pernyataan tersebut.

Saksi Febry Supriyanto

Saksi mengetahui Terdakwa diajukan kedepan persidangan
karena telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat
masih menjadi saksi dalam persidangan perkara perdata Nomor
52/Pdr.G/2020/Pn.Tpe pada tanggal 20 Januari 2021 di kantor
Pengadilan Negeni TanjungPinang. Saksi mengetahui karena saksi
hadir sebagai pengunjung sidang karena orang tua saksi yaitu saksi
Kui Cong menjadi Tergugat dalam perkara Perdata dengan

Penggugat adalah Joni Lauso.
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Pada  waktu memberikan  kesaksianya, Terdakwa
menyatakan tanah seluas 2 ha yang terletak di JI. Gunung Kijang
dekat PLTU dalam dermaga PT.Pulau Batu Mulia Jakarta adalah
miliknya dan hingga saat sekarang imi belum pemnah diperjual-
belikan kepada orang lain, Kemudian Terdakwa menyatakan tidak
pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 22 April 2013

e) Saksi Ena

Saksi dan saksi Kui Cong pernah digugat Joni Lauso dalam
perkara perdata sengketa lahan atas nama saksi seluas 2 ha yang
terletak di JI. Gunung Kijang dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau
Batu Mulia Jakarta. Meskipun tanah tersebut sertifikatnya atas nama
Saksi, namun sebenarnya tanah tersebut adalah milik PT. Pulau Batu
Mulia Jakarta karena nama Saksi hanya dipinjam untuk nama
sertifikat,

Nama Saksi dipakai  untuk sentifikat tanah tersebut
dikarenakan suami saksi bekerja pada PT. Pulau Batu Mulia Jakarta.
Identitas saksi diminta oleh suami saksi untuk dibuatkan sertifikat atas
nama saksi

) Saksi Irma Sari

Saksi adalah adik kandung Terdakwa. Orang tua saksi yang
bernama Abdul Rahim ketika masih hidup bekerja sebagai security
di PT. Pulau Batu Mulia Jakarta dan meninggal pada tahun 2008,

Saksi tidak mengetahui apakah orang tua saksi yang bernama alm.
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Abdul Rahim pernah memiliki tanah yag terletak di Kp. Banjar, Desa
Gunung Kijang, Kec, Bintan Timur seluas kurang lebih 2 ha.

Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah menjadi saksi dalam
perkara perdata, Saksi membenarkan tandatangannya yang ada di
dalam surat pernyataan tanggal 22 April 2013 namun saksi tidak tahu
untuk apa surat pernyataan tersebut.

Selain saksi, ibu saksi yang bernama Nurul Hayah, adik saksi
yang bernama Iskandar dan Terdakwa juga bertandatangan pada
surat pernyataan tersebut, Saksi lupa kapan dan dimana

menand i surat Ty

2, Saksi Terdakwa
Terdakwa memberikan keterangan di hadapan persidangan,

yang memuat sebagai berikut:

Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sumpah palsu
pada tanggal 20 Januari 2021 saat persidangan perkara perdata Nomor
52/Pdt.G/2020/PN Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan
Kui Cong sebagai Tergugat. Terdakwa menjadi saksi yang dihadirkan
oleh penggugat Joni Lauso.

Terdakwa diminta Joni Lauso menjadi saksi dari pihaknya untuk
menjelaskan lahan tanah seluas 2 ha vang terletak di JI. Gunung Kijang
dekat PLTU dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta adalah milik

orang tua Terdakwa. Kemudian bersedia menjadi saksi dari penggugat
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Joni Lauso dikarenakan diperlihatkan fotokopi surat tanah milik orang
tua Terdakwa oleh Joni Lauso.

Saat menjadi saksi, Terdakwa menyatakan orang tua Terdakwa
bernama alm Abdul Rahim memiliki tanah yang bersempadan dengan
tanah milik Joni Lauso arah sebelah selatan yang terletak di JI. Gunung
Kijang dekat PLTU di dala dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta Kp.
Banjar, Desa Gunung Kijang Bintan Timur seluas 18.001 m2 dan lahan
tersebut belum pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikanya
kepada orang lain hingga saat sekarang imi. Terdakwa juga menyatakan
“Terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah,
‘saksi menyatakan tidak tau dan tidak pernah bertandatangan pada surat
tersebut, Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tanggal 22
April 2013 dan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah
benar tandatangan Terdakwa.

Tandatangan Ibu Terdakwa dan Adik-Adik Terdakwa juga
benar. Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pernvataan yang
ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara
perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama. Tidak ada
kepentingan dalam perkara perdata dengan penggugat Joni Lauso.
Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

3. Barang Bukii
Di depan persidangan telah diajukan barang bukti guna memperkuat alat

bukti berupa:
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a) | (satu) lembar surat pernyataan asli bertandatangan saudari Nurul Hayah

b) 1 {Satu) Lembar surat Pernyataan Ash bertanda tangan saudari Nurul Hayah

C

d

(-]

—

—

dan disaksikan oleh Ahli warisnya saudara Muhammad Nur Akbar, saudari
Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 April 2013

1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertandatangan saudara Abd. Rahim
tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah [ ganti
rugl tanaman sebidang tanah lk. 2 (dua) Ha terletak didalam lokasi dermaga
PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Bintan
Timur berdasarkan surat perjanpian tanggal 22 Juni 1990

1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah /‘ganti rugi tanaman
antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas nama direksi PT.
Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 Juni 1990

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwamna hitam merah yang berisikan
rekaman suara keterangan Saksi Muhammad Nur Akbar saat memberikan
kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 di kantor

pengadilan Negeri Tanjungpinang.

. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Akbar bin Abdul Rahim, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“memberikan keterangan palsu di bawah sumpah”, sebagaimana
dakwaan kesatu penuntut umum,

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
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3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalan tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a.

1 (satu) lembar surat pernyataan asli bertanda tangan saudari Nurul
Hayah dan disaksikan oleh ahli warisnya sandara Muhammad Nur
Akbar, saudari Irma Sari dan saudara Iskandar pada tanggal 22 April
2013.

1 (satu) lembar fotocopy kwitansi bertanda tangan saudara Abd
Rahim tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli
tanah / ganti rugi tanaman sebidang tanah k.2 (dua) Ha terletak di
dalam lokasi dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di kp. Banjar,
Desa Gunung Kijang Bintan Timur berdasarkan Surat perjanjian
tanggal 22 Juni 1990.

1 {satu} buah Flash Disk merk SanDisk berwarna hitam merah yang
berisikan rekaman suara keterangan saksi Muhammad Nur Akbar

pada hari rabu tanggal

saat berikan kesaksian pada persidang;
20 Januvari 2021 di kantor Pengadilan Negeri Tanjungpinang
(dikembalikan kepada saksi Kui Cong)

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAKSI YANG
MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DALAM KASUS
PERDATA (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg)
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Kesaksian
Palsu Pada Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg

Berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg atas terdakwa
Muhammad Nur Akbar tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang 23 Jum
1980 dan berusia 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki yang bertempat tinggal
di Kp. Kolong Enam RT.002 / RW.002, kelurahan Kijang Kota, kecamatan
Bintan Timur, Kabupaten Bintan, beragama Islam. Dalam putusan
menjelaskan beberapa pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar Hakim
dalam memutuskan perkara.

Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sumpah palsu
yang terjadi pada Tanggal 20 Januari 2021 pada saat persidangan perkara
perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN. Tpg antara Joni Lauso sebagai
penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat. Terdakwa pada saat itu
menjadi saksi yang dihadirkan oleh penggugat Joni Lauso. Terdakwa
diminta oleh Joni Lauso menjadi saksi dar pihaknya untuk menjelaskan
lahan tanah seluas 2 Ha yang terletak di JI. Gunung Kijang dekat PLTU
dalam dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta adalah milik orang tua
Terdakwa. Terdakwa bersedia menjadi saksi dari Penggugat Joni Lauso

dikarenakan diperlihatkan fotokopi surat tanah milik orang tua Terdakwa
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oleh Joni Lauso. Pada saat menjadi saksi. Terdakwa menyatakan bahwa
orang tua Terdakwa yang bemama Abd. Rahim memiliki tanah yang
bersempadan dengan tanah milik Joni Lauso arah sebelah selatan yang
terletak di J1. Gunung Kijang dekat PLTU di dalam dermaga PT. Pulau Batu
Mulia Jakarta Kp. Banjar, Desa Gunung Kijang, Bintan Timur seluas 18,001
m2 dan lahan tersebut belum pernah diperjual belikan atau dialihkan
kepemilikannya kepada orang lain hingga saat ini,

Saat menjadi saksi Terdakwa juga menyatakan “Terhadap surat
yang menyatakan ditandatangam oleh Nurul Hayah, saksi menyatakan tidak
tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut.” Pada sebenarnya
Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 22
April 2013 dan tanda tangan tersebut adalah benar fandatangan terdakwa,
Serta tandatangan bu Terdakwa dan Adik-adik Terdakwa benar adanya.
Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai sural pernyataan yang
ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara
perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama. Terdakwa tidak ada
kepentmgan dalam perkara perdata dengan penggugat Joni Lauso.
Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatanya.

Terdapat barang bukti vang diajukan di depan persidangan berupa:

1. 1 {Satu) Lembar surat Pernyataan Asli bertanda tangan saudari Nurul
Hayah dan disaksikan oleh Ahli warisnya saudara Muhammad Nur
Akbar, saudari Irma Sari dan Saudara Iskandar pada tanggal 22 April

2013
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2. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi bertandatangan saudara Abd, Rahim
tanggal 22 Juni 1990 untuk pembayaran lunas harga jual beli tanah /
ganti rugi tanaman sebidang tanah lk. 2 (dua) Ha terletak didalam lokasi
dermaga PT. Pulau Batu Mulia Jakarta di Kp. Banjar, Desa Gunung
Kijang, Bintan Timur berdasarkan surat perjanjian tanggal 22 Juni 1990

3. | (satu) lembar fotokopi surat perjanjian jual beli tanah / ganti rugi
tanaman antara saudara Abd. Rahim dengan saudara Ruswanto atas
nama direksi PT. Pulau Batu Mulia Jakarta tanggal 22 Juni 1990

4. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berwarna ltam merah yang
berisikan rekaman suara keterangan Saksi Muhammad Nur Akbar saat
memberikan kesaksian pada persidangan pada hari rabu tanggal 20
Januari 2021 di kantor pengadilan Negeri Tanjungpinang,

Berdasarkan alasan  kasasi mengenai  lamanya  pidana  yang
dijatuhkan, maka terhadap alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi | /
penuntut umum fidak dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri yaitu
penjara selama 1 (satu) tahun 6 {enam) bulan diubah menjadi 2 {dua) tahun
merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. Secara tepat dan
benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana
yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat buki yang
diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu menyatakan
Terdakwa Muhammad Nur Akbar Bin alm. Abdul Rahim bersalah telah
melakukan tindak pidana sumpah palsu yang diatur dalam pasal 242 ayat

{1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo, pasal 53 ayat 1 KUHP sesuai
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dengan dakwaan penuntut umum dengan pertimbangan Terdakwa
mengakui dan membenarkan tandatangan Terdakwa dan tandatangan Ibu
terdakwa serta adik-adik Terdakwa pada surat pernyataan 22 April 2013
tersebut. Terdakwa pada surat pernyataan tersebut, bahwa Terdakwa
menyatakan tidak tahu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul
Hayah ketika menjadi saksi perkara perdata, disebabkan Terdakwa lupa
karena sudah lama.

Dalam putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg menerangkan
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan, berdasarkan dengan fakta hukum yang dihadirkan di
dalam persidangan. Di dalam putusan menjelaskan bahwa di dalam putusan
Hakim menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa
Terdakwa melakukan tindak keterangan dan sumpah palsu dengan
memberikan pernyataan bahwa dirinya lupa - dengan adanya surat
pernyataan tertanggal 22 April 2013 karena disebabkan lupa karena sudah
lama. Namun pada akhimya Terdakwa mengakui tandatangan Terdakwa
serta adik-adik Terdakwa pada pada surat pernyataan 22 April 2013
tersebut. Terdakwa pada surat pernyataan tersebut, bahwa di dalam
Terdakwa menyatakan tidak tahu surat pemyataan yang ditandatangani oleh
Nurul Hayah ketika menjadi saksi perkara perdata, disebabkan Terdakwa
lupa karena sudah lama. Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan
untuk menetapkan agar terdakwa ditahan penjara selama 1 (satu) tahun 6

{enam) bulan. Dengan dasar hukum yang digunakan adalah pasal 242 ayat
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(1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. UUJ Nomor 8 tahun 1981 tentang
KUHAP.

Sehingga jika dilihat berdasarkan dengan aspek yuridis,
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut merujuk kepada
pasal 242 ayat (1) KUHP, pasal 242 ayat (1) KUHP Jo, serta UU nomor 8
tahun 1981 serta perundang-undangan lain yang bersanghkutan.

Dalam analisis alat bukti berdasarkan keterangan saksi Irma Sar
yang dihubungkan dengan berita acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15
Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Yani Nur Syamsu, M.5c
dengan kesimpulan bahwa QT adalah identic dengan KT atau dengan kata
lain 2 (dua) buah tandatangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang
terdapat dalam dokumen Bukti tersebut pada barang bukti di atas dengan
tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar pembanding adalah
merupakan tanda tangan yang sama, majelis berpendapat telah terbukti
bahwa ketika  menjadi  saksi  dalam  perkara  perdata  Nomor
52/Pdt.G/2020/PN Tpg antara Joni Lauso sebagai penggugat melawan Kui
Cong sebagai tergugat, terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar
(palsu), sebelumnya Terdaka telah bersumpah untuk memberikan
keterangan yang benar, oleh Karenanya unsur ini telah terpenuhi secara
hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang
dihubungkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu

sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-
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fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan
Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal vang didakwakan atau tidak,

Terdakwa dalam perkara agquo telah didakwa oleh penuntut umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal
242 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP Jo.
Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Karena dakwaan berbentulk Alternatif, maka Majelis akan langsung
memilih dakwaan yvang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan
kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa™ yaitu siapa saja subjek
hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu
tindak pidana vang akan diminta mempertanggungjawaban, tujuan

dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk

hindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan

{error in persona)

Bahwa benar adanya dimuka persidangan telah terungkap fakta
bahwa subjek hukum / orang yang diajukan oleh penuntut umum adalah
Terdakwa Muhammad Nur Akbar bin Abdul Rahim dengan identitas
selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik
Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya. Maka berdasarkan
berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi

secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa.
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2. Dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu
keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi
hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan
sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau
kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu,

Berdasarkan fakta-fakta hukum vang terungkap dipersidangan vang
diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa vang
dihubungkan dengan barang bukti dalam penyesuaianya satu sama lain,
telah terbukti bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa menjadi saksi
dari pihak penggugat pada persidangan perkara perdata nomor
52/Pdt.G/2020/PN . Tpg antara Joni Lanso sebagai penggugat melawan Kui
Cong scbagai Tergugat terkait sengketa lahan yang terletak di Gunung
Bintan.

Sebelum memberikan keterangan, Terdakwa diambil sumpahnya
oleh Majelis Hakim berdasarkan agama lslam, kemudian pada saal
persidangan berlangsung terdapat pertanyaan kepada Terdakwa dari kuasa
Hukum dari saksi Kui Cong menanyakan terkait kepemilikan tanah yang
terletak di Jalan Gunung Kijang dekat PLTU Kab. Bintan setelah
menjelaskan tentang lahan tersebut Terdakwa juga menjelaskan “Terhadap
surat pernyataan yang ditandatangani oleh Nurul Hayah, saksi menyatakan
tidak tahu dan tidak pernah bertandatangan pada surat tersebut.”

Di depan persidangan perkara ini, Terdakwa mengakui dan

membenarkan tandatangan Terdakwa dan tandatangan Ibu Terdakwa serta
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adik-adik Terdakwa pada surat pernyataan tanggal 22 April 2013 tersebut,
bahwa Terdakwa menyatakan tdak tahu surat pemnyataan yang
ditandatangani oleh Nurul Hayah ketika menjadi saksi dalam perkara
perdata, disebabkan Terdakwa lupa karena sudah lama.

Saksi lrma Sari merupakan adik kandung Terdakwa di persidangan
juga mengakui dan membenarkan telah bertandatangan pada surat
pernyataan pada tanggal 22 April 2013,

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Irma sari, dihubungkan
dengan Berita Acara Nomor 1091/DTF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Ir.Yani Nur Syamsu, MSe, Erik Rezaloka
STMT Eng, Edwin Setiawan, S.Ds yang diketahui oleh Kepala Bidang
Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yami Nur Syamsu, M.Sc dengan
kesimpulan bahwa QT adalah identic dengan KT atau dengan kata lain 2
(dua) buah tanda tangan atas nama Muhammad Nur Akbar yang terdapat
pada dokumen Bukti tersebut dengan tanda tangan atas nama Muhammad
Nur Akbar, pembandingnya adalah merupakan tanda tangan yang sama,
majelis berpendapat telah terbukti bahwa ketika menjadi saksi dalam
perkara perdata nomor 52/Pdt.G/2020/PN,Tpg antara Joni Lauso sebagai
penggugat melawan Kui Cong sebagai Tergugat, Terdakwa telah
memberikan keterangan yang tidak benar (palsu), padahal sebelumnya
Terdakwa telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, oleh
karena itu Majelis berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi menurut

hukum.



Karena unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi
dan selama persidangan berlangsung tdak ditemukan adanya alasan
pembenar maupun alasan pemaaf atas diri sendiri dan perbuatan Terdakwa,
maka Terdakwa harus dinyatakan terbukii secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut
umum,

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan
L. ‘Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas,
dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk
balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa. maka
Majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa
adalah sebagaimana yang terkandung dalam Amar putusan,

. Status  Putusan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/Pn. Tpg Atas
Diputuskanya Perkara Pidana Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tidak
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ditemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan Hakim.
Ketentuan-ketentuan ini pada dasamya hanya menentukan hal-hal yvang
harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaanya
terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoritis dari para ahli hukum
mengenai pengertian putusan hukum antara lain:

Sudikno mertokusumo merumuskan bahwa putusan Hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang
itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan babwa putusan Hakim im
merupakan suatu akta penutup dari shatu proses perkara dan putusan hakim
itu disebut vonis yang menuntul kesimpulan-kesimpulan akhir mengenai
hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 HIR. pasal
189RBg, pasal 19 Undang-undang No 4 Tahun 2004, maka putusan harus
memenuhi beberapa asas yaitu:

a.  Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
b.  Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
¢,  Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
d.  Diucapkan di muka umum
1. Jenis-jenis putusan
Secara umum, putusan pengadilan diatur dalam pasal 196 Ayat

(1) RBg, pasal 185 ayat (1) HIR, dan pasal-pasal 46-68 rv, Termasuk
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tetapi tidak berbatas juga diatur dalam pasal 180 HIR, maupun pasal 191
RBg. Jika diringkas maka jemis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari
beberapa segi. yaitu:
a. Segi kehadiran para pihak
Putusan jenis ini terdin dari:
1) Putusan gugatan gugur
2) Putusan verstek
3)  Putusan contradictoir
Bentuk putusan ini dibagi menjadi dua, yaitu;
a) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
b} Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir
b. Dari segi sifatnya
a)  Putusan Declatoir
b) Putusan konstitutif
¢) Putusan condennatoir
¢. Dari segi penjatuhanya
a) Putusan sela

b) Putusan akhir

. Kekuatan putusan pengadilan
Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai liga macam
kekuatan yaitu:

a. Kekuatan mengikat
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Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli
waris dari para pihak, dan mereka yang mendapatkan hak dar para
pihak

b. Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena
memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam
bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani.dan
memang ditunjukkan untuk pembuktian

¢. Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan
paksa, dpabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.
Namun  demikian, tidak semua putusan pengadilan  dapat
dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dilaksanakan
dengan paksaan adalah putusan pengadilan yang bersifat
condemnotoir®

3. Upaya hukum terhadap putusan
Dalam suatu perkara setelah proses pemeriksaan pengadilan
selesai maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang
diajukan olch para pihak, terhadap putusan dari majelis hakim tersebut
terkadang tidak cukup memuaskan para pthak baik pihak penggugat

maupun pihak tergugat, terkadang juga suatu putusan hakim tidak luput

* Endang Hadrian, etal, Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekust
dian Mediaxi, (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 116
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dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak.
Oleh karena itu demm kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim
dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut.
Upaya hukum biasa
Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan
selama tenggang waktu vang ditentukan oleh undang-undang, wewenang
untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan. Upaya hukum
biasa ini menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya
hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi.
Upaya Hukum luar biasa
Suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap
{Ingkrach) maka udak bisa lagi ditempuh upaya hukum biasa, maka dengan
diperolehnya kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah.
Suatu putusan akan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak
tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah diperoleh
kekuatan hukum yang pasti ini, tersedia upaya hukum istimewa. Upaya
hukum istimewa im hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu vang

disebut dalam undang-undang saja,

ik upaya hukum luar biasa
adalah peninjavan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.
1} Peninjauan kembali
Putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (Verstek) dan
tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat

ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu
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pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan

kembali. Untuk melakukan peninjavan kembali harus didasarkan pada

alasan-alasan, yaitu:

a)

b

—

<)

d

—

€)

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus,
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan palsu,

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak
ditemukan

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
daripada dituntut

Apabila mengepai sesuatu bagian dan tuntutan belum diputus
tanpa pertimbangan schab-sebabnya

Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang
sama, atas dasat yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama
tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu
dengan yang lain,

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau
sesuatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan Peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh

para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya

yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Tenggang waktu untuk
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mengajukan permohonan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh)

hari untuk:

a) yang disebut pada angka | sejak diketahui kebohongan atau tipu
muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak vang
berperkara.

b) Yang disebut pada angka 2 sejak ditemukan surat-surat bukti, yang
hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yvang berwenang.

¢) Yang disebut pada angka 3. 4 dan 5 sejak putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak
yang berperkara,

d

—

Yang tersebut pada angka 6 sejak putusan vang terakhir dan
bertentangan itu memperoleh kekuvatan hukum tetap dan telah
diberitabukan kepada pihak yang berperkara.

Permohonan Peninjavan kembali diajukan oleh pemohon
kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang
memutus perkara itu dalam tingkat pertama dengan membayar biaya
perkara yang diperlukan. Mahkamah Agung akan memutuskan perkara
tersebut pada tingkat pertama dan yang terakhir. Permohonan
Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan

menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar
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Permohonan itu dan dimasukkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri
yang memutus perkata pada tingkat Pertama.

Setelah ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam
tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali maka
panitera berkewajiban untuk paling lama dalam waktu 14 han
mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan pemohon hal

ini dilakukan dengan maksud pihak lawan mengetahuinya dan punya

kesemp untuk mengajukan jawabannya. Tenggang waktu bagi
pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 han setelah
tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali tersebut.
Dalam hal mahkamah agung mengabulkan Permohonan kembali
tersebut, maka Mahkamah agung membatalkan putusan yang
dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa
dan memutus sendiri perkaranya Apabila Permohanan Peninjauan
kembali itu tidak beralasan maka Mahkamah Agung akan menolak
permohonan tersebut.

Perlawanan Pihak Ketiga {derdenverzet) Perlawanan Pihak Ketiga atau
derdenverzet adalah suatu Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak
Ketiga yang tadinya tidak ada sangkut paut nya dengan perkara akan
tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut, berdasarkan

pasal 207 HIR, maka pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau

bantahan harus mengajukan perlawanan tersebut secara tertulis atau
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secara lisan, Dalam Prakiek terdapat 2 (dua) macam perlawanan pihak

ketiga yaitu:

a) Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Eksekusi, yaitu: perlawanan
pihak ketiga terhadap suatu penyitaan terhadap suatu benda atau
barang karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

b

Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita Jaminan yaitu: Perlawanan
yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan yvang
belum mempunyai keputusan Hukum vyang tetap. Perlawanan
diajukan kepada Hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan
itu dengan menggugal para pihak yang bersangkutan dengan cara
biasa. Pihak ketiga yang hendakmengajukan perlawanan terhadap
suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja akan
tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak nya, Apabila
Perlawanan itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu akan
diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga. "

Menurut Fockema Andrea. Prejudiciel Geschill berarti
sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu
keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan

prejudiciel geschill diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

1 Laila M Rasyid, et.al, Modu! Pengantar Hukum Acara Perdata, (Aceh: Unimal
press, 2015), him. 123
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(SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi prejudiciel
geschill menjadi dua:*

Pertama, prefudiciel au action, yaitu perbuatan pidana
tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), antar lain Pasal 84 KUHP, dimana disebutkan ketentuan
perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan
pidana. Kedua, question prejudiciel au jugement, yaitu menyangkut
permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut
sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim
pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya
putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika
hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak
terikat pada putusan hakim perdata bersangkutan.**

Laporan atau proses pidana apabila tergantung dari proses
perdata yang sedang bergulir di pengadilan maka proses pidana
harus menunggu putusan sengketa perdata tersebut. Misalnya
merngenai sengketa harta waris, tiba-tiba ada laporan tentang
penggelapan harta waris padahal harta tersebut bukan atau belum
harta waris maka proses pidana harus ditunda dahulu hingga ada

putusan tentang kepastian ‘harta waris” atau bukan. Jika yang dijual

H Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. him. 37
= Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT. Erescao,

1989, him. 1
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terbukti bukan harta warisan maka proses pidana harus dihentikan
dengan SP-3 (Surat Perintah Penundaan Penyidikan).

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep yang
sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan
bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk
menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.
Hakikat Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahun 1956 adalah
‘agar tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutus
perkara pidana namun saat pemeriksaan di proses persidangan
ditemukan fakta-fakta bahwa terdapat sengketa keperdataan di
dalam perkara pidana tersebut. Peraturan ini dijadikan pedoman
bagi hakim dalam mengeluarkan putusan sela untuk menunda
perkara pidana sampai dengan perkara perdata berkekuatan hukum
tetap dengan jangka waktu selama daluwarsa (pasal 81 KUHP).
Penundaan pemeriksaan perkara pidana dilakukan agar gugatan
perdata yang timbul saat proses hukum pidana dilaksanakan dapat
diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena putusan
hukum perdata sebagai hukum privat dapat mempengaruhi putusan

hukum pidana sebagai hukum publik dan bukan sebaliknya.

6 Melisa Ifityanti, Analisis Yuridis tevhadap Ke Penvidik M, fuarkan Surat
Pervintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Medan: Fakulutas
Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010), hlm. 17
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Status putusan perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg atas
diputuskanya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid. B/2022/Pn.
Tpg memiliki kekuatan hukum yang tetap {Ingkrach). maka dengan
diperolehnya kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi
diubah. Maka pihak yang merasa di rugikan dalam perkara imi PT.
Batu Mulia Jakarta dapat upaya tempuh luar biasa dengan cara
peninjauan kembali putusan perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn.
Tpe. Karena terdapat bukti yang kuat bahwa Saksi yang kini
menjadi  Terdakwa dalam perkara pidana  putusan Nomor
58/Pid.B/2022/Pn. Tpg. Mengakui telah memberikan keterangan
palsu serta bukti-bukti yang telah di kumpulkan diantaranya
tandatangan yang telah teruji kebenaranya, serta rekaman pada saat

proses sidang perkara perdata putusan Nomor 52/pdt.G/2020/Pn.

Tpa.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penerapan sanksi terhadap Terdakwa saksi yang memberikan
keterangan palsu di depan persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa
Abdul Rahim dalam perkara perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg
telah melanggar ketentuan di dalam pasal 242 ayat (1) KUHP dan pasal
242 ayat (1) KUHP Jo. Dalam putusan Nomor 58/Pid. B/2022/Pn. Tpg
hakim menolak pengajuan kasasi. Majelis Hakim memutuskan pidana
penjara’ selama 1 (sam) tahun 6 (enmam) bulan sesuai dengan
pertimbangan Hakim, Yaitu sesuai dengan barang bukt, keterangan
saksi, keterangan terdakwa, ketentuan peraturan yang terdapat di dalam
undang-undang,.

Status Putusan  Perdata  Nomor | 52/pdi.G/2020/Pn. Tpg atas
diputuskanya perkara pidana putusan Nomor 58/Pid.B/2022/Pn. Tpg
memiliki kekuatan hukum vang tetap (Ingkrach). Sesuai dengan asas
Res Judicata Pro Veritate Habetur dimana dimaknai sebagai kasus yang
telah diputuskan secara definitif (Pasti). Maka dengan diperolehnya
kekuatan hukum pasti sebuah putusan tidak dapat lagi diubah. Pihak
yang merasa di rugikan dalam perkara in1 PT. Batu Mulia Jakarta dapat
upaya tempuh luar biasa dengan cara peninjauvan kembali putusan
perdata Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpg. Karena terdapat bukti yang kuat

bahwa Saksi yang kini menjadi Terdakwa dalam perkara pidana putusan

94
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Nomor 58/Pid.B/2022/Pn.  Tpg. Mengakui telah memberikan
keterangan palsu serta bukti-bukti yang telah di kumpulkan diantaranya
tandatangan yang telah teruji kebenaranya, serta rekaman pada saat
proses sidang perkara perdata putusan Nomor 52/pdt.G/2020/Pn. Tpe.
B. Saran
Masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran hukum dan berfikir secara
matang untuk tidak memberikan keterangan palsu di dalam persidangan,
karena memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dapat
menimbulkan  akibat hukum yang akan merugikan din sendini dan

masyarakat.
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